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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
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NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

c.

Mengingat : 1.

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi
birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Negara, perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan
tata kerja Badan Kepegawaian Negara;

bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah
tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 masih terdapat
kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan

kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2QI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a9I6l;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2Ol3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 128\;

b.

2.

3.
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Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B 12034 I
M.PANRB/OSl2Ol4 tanggal 16 Mei 2OI4;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

(21 BKN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen
kepegawaian;

b. penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta
status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

c. penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat
Negara;

d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;

e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen
kepegawaian;

f. penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri
Sipil;

g. penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
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h. penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;

i. pelaksanaan bantuan hukum;

j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen
kepegawaian;

k. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan BKN; dan

l. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKN terdiri atas:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Sekretariat Utama;
d. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;

f. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
g. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
h. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;
i. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
j. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara;
k. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
1. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;
m. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian;

n. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
o. Inspektorat.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.
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BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan BKN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat
Utama menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKN;

b. koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan
dokumentasi di lingkungan BKN;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama,
dan hubungan masyarakat;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Kepegawaian;
d. Biro Umum; dan
e. Biro Hubungan Masyarakat.
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Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 1 1

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusllnan rencana
program dan anggaran, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan BKN, dan
bantuan program, serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan
anggaran serta bantuan program.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1, Biro
Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan akuntabilitas BKN; dan
c. pelaksanaan penyusunan kerja sama program dan anggaran.

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran;
c. Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BKN.

Pasal 1 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian
Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program
dan anggaran;

b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan program
dan anggaran; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro
Perencanaan.

Pasal 16

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
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Pasal 17

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran di
lingkungan BKN.

(21 Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan monitoring pelaksanaan program dan evaluasi perencanaan program
dan anggaran di lingkungan BKN.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan.,

pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta

evaluasi dan pelaporan pada Biro Perencanaan.

Pasal 18

Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran, dan
penyusu.nan laporan di lingkungan BKN.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian
Akuntabilitas Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data program dan
anggaran; dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan akuntabilitas
berkala dan tahunan BKN.

Pasal 20

Bagian Akuntabilitas Program dan Anggaran terdiri atas:

a. Subbagian Pengolahan Data; dan

b. Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan.

Pasal 2 1

(1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan, dan pengelolaan informasi, serta integrasi data program dan
anggaran di lingkungan BKN.

(21 Subbagian Akuntabilitas dan Pelaporan memplrnyai tugas melakukan
koordinasi penyiapan dan penyusunan akuntabilitas berkala dan tahunan
BKN, serta penyusunan laporan perencanaan dan pelaksanaan program dan
anggaran di lingkungan BKN.

Pasal 22

Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
kerja sama antar lembaga dan pengelolaan sistem informasi kerja sama antar
lembaga.
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Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian

Kerja Sama Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga dalam
negeri;

b. penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga luar
negeri; dan

c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama

dalam dan luar negeri.

Pasal 24

Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran terdiri atas:

a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;

b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.

Pasal 25

(1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga dalam
negeri.

(21 Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan kerja sama program dan anggaran antar lembaga luar negeri.

(3) Subbagian Monitoring dan Bvaluasi Kerja Sama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan kerja sama dan
evaluasi perencanaan kerja sama di lingkungan BKN.

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional pada Biro Perencanaan mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaI 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada Biro Perencanaan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat

Biro Keuangan

Pasal 28

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BKN
h,rsat dan pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta Kantor Regional BKN.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro
Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian pegawai;

b. pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
c. pelaksanaan verifikasi akuntansi dan pelaporan, serta pertanggungjawaban

keuangan BKN;

d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
dan

e. penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan BKN dan Kantor
Regional BKN.

Pasal 30

Biro Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Perbendaharaan;

b. Bagian Verifikasi;

c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3 1

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan belanja
pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian pengawasan pembukuan
perbendaharaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai;

b. penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya; dan
c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Keuangan.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

a. Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai;

b. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
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Pasal 34

(1) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiap&n, pengolahan penggajian dan tunjangofl, melakukan pembayaran
gaji dan tunjangon, serta pengendalian tata naskah gaji pegawai BKN Rrsat.

(21 Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan
penyiapan, pengelolaan, dan pembayaran keuangan dan belanja lainnya pada

BKN Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta
evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan.

Pasal 35

Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen keuangan
BKN Pusat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian
Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengolahan data keuangan BKN Fusat;

b. penyiapan bahan pengujian dan penyiapan Surat Permintaan
Pembayaran/Surat Perintah Membayar BKN Pusat; dan

c. penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan
pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN.

Pasal 37

Bagian Verifikasi terdiri atas:

a. Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai; dan

b. Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya.

Pasal 38

(1) Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan
Pembay aran f Surat Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah
Membayar, verfikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN.

(21 Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan
PembayaranfSurat Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan
pihak ketiga, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi
keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan
belanja lainnya di lingkungan BKN.
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Pasal 39

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi
dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian
Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan akuntansi keuangan BKN Pusat; dan
b. penyiapan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi

keuangan.

Pasal 4 1

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Data Keuangan;
b. Subbagian Akuntansi; dan
c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 42

(1) Subbagian Pengolahan Data Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengolahan data Surat Permintaan Pembayaranfsurat
Perintah Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode
pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan analisis,
pengolahan, dan pengintegrasian data keuangan.

(2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat.

(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan
pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan
pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN.

Pasal 43

Kelompok jabatan fungsional pada Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

Pasal 44

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Biro Keuangan.
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(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Biro Kepegawaian

Pasal 45

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan organisasi
dan tata laksana, melaksanakan administrasi kepegawaian, serta pembinaan
pegawai di lingkungan BKN dan Kantor Regional BKN.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, percepatan
reformasi birokrasi, penerapan dan pendokumentasian peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, dan penegakan disiplin pegawai di
lingkungan BKN;

b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian,
serta pemberhentian dan pensiun;

c. pelaksanaan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional,
serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian di lingkungan BKN; dan

d. pelaksanaan pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaan
kesejahteraan pegawai di lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan,
ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Kepegawaian.

Pasal 47

Biro Kepegawaian terdiri atas:

a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b. Bagian Mutasi Kepegawaian;
c. Bagian Pengembangan Pegawai;

d. Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan organisasi, ketatalaksanaan, percepatan reformasi birokrasi,
penerapan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian, dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan BKN.
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Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian

Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi

jabatan, evaluasi jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunan visi dan misi,
tugas, fungsi, struktur organisasi, dan budaya organisasi;

b. penyiapan bahan pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja,
pengukuran efisiensi dan efektivitas organisasi, serta fasilitasi dan penyiapan
laporan pelaksanaan reformasi birokrasi BKN; dan

c. penyiapan bahan untuk penerapan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian, dan penegakan disiplin pegawai

di lingkungan BKN.

Pasal 5O

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi;

b. Subbagian Tata Laksana; dan

c. Subbagian Hukum dan Disiplin.

Pasal 5 I

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi
jabatan, klasifikasi jabatan, penyusunan visi dan misi, tugas, fungsi,
struktur organisasi, dan budaya organisasi.

(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembakuan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pengukuran efisiensi
dan efektivitas organisasi, serta fasilitasi dan penyiapan laporan pelaksanaan
reformasi birokrasi BKN.

(3) Subbagian Hukum dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan untuk penerapan dan pendokumentasian peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, dan penegakan disiplin pegawai di
lingkungan BKN.

Pasal 52

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian

Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, seleksi dan
pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil
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Negara, pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta pemrosesan
pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami;

b. penyiapan bahan usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan
dan penurunan dalam dan dari jabatan, pemberitahuan kenaikan gaji
berkala; dan

c. penyiapan bahan keputusan pemberhentian danlatau pemberian pensiun
Aparatur Sipil Negara dan jandaldudanya, usulan kartu Tabungan dan
Asuransi Pensiun (TASPEN), dan mutasi keluarga, serta mutasi kepegawaian
lainnya.

Pasal 54

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai;

b. Subbagian Kepangkatan; dan

c. Subbagian Pensiun.

Pasal 55

(1) Subbagian Perencanaan dan Penempatan Pegawai mempunyai tugas
melakukan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, seleksi dan
pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil
Negara, pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta pemrosesan
pemberian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami.

(21 Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan usul dan
keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dan penurunan dalam dan dari
jabatan, serta pemberitahuan kenaikan gaji berkala.

(3) Subbagian Pensiun mempunyai tugas penyiapan bahan keputusan
pemberhentian dan latau pemberian pensiun Aparatur Sipil Negara dan
janda/dudanya, usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN),

dan mutasi keluarga, serta mutasi kepegawaian lainnya.

Pasal 56

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip
kepegawaian di lingkungan BKN.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian
Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pen5rusunan analisis kebutuhan diklat, penyusunan sistem

karier pegawai, penyusunan sistem dan materi orientasi kerja, memfasilitasi
pengembangan kompetensi kerja pegawai, pemberian tjin dan tugas belajar,
pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian tjazal:,,
perencanaan suksesi dan penyelenggaraan pengembangan pegawai lainnya;
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b. penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatan fungsional,
serta penyusunan model pengembangan jabatan fungsional; dan

c. penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti pegawai, data
kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian serta
penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerja pegawai.

Pasal 58

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Pengembangan Karier Pegawai;

b. Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 59

(1) Subbagian Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan diklat, penyusunan sistem
dan materi orientasi kerja, memfasilitasi pengembangan kompetensi kerja
pegawai, pemberian tjin dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas,
peningkatan pendidikan dan penyesuaian tjazaln, perencanaan suksesi dan
penyelenggaraan pengembangan pegawai lainnya.

(2) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penilaian angka kredit dan pembinaan jabatan fungsional,
serta penyusunan model pengembangan jabatan fungsional.

(3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti pegawai, data
kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian serta
penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerja pegawai.

Pasal 60

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kinerja, konseling pegawai, dan pembinaan kesejahteraan pegawai di
lingkungan BKN, serta pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan
pelaporan pada Biro Kepegawaian.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian
Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karier pegawai;

b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kesejahteraan, pemberian pelayanan
kesehatan, pemberian penghargaan, serta kesejahteraan lainnya;

c. penyiapan bahan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN), pelayanan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro
Kepegawaian.
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Pasal 62

Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

a. Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai;

b. Subbagian Kesejahteraan; dan

c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 63

(1) Subbagian Kinerja dan Konseling Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penilaian kinerja dan konseling karier Pegawai.

(21 Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan analisis kesejahteraan pegawai, pelayanan dana T\rnjangan Hari
Tua (THT), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), perincian pensiun pertama,
administrasi Tabungan Perumahan (TAPBRUM), pemberian penghargaanf
tanda jasa, pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, administrasi
Jaminan Kesehatan Pegawai dan keluarga, serta pembinaan jasmani dan
mental pegawai.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, pengelolaan kegiatan, melakukan tata usaha, dan
pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Lingkungan
BKN, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro
Kepegawaian.

Pasal 64

Kelompok jabatan fungsional pada Biro Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Biro Kepegawaian.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan j.njang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 66

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, rumah tangga,
pengadaan, dan pengelolaan barang inventaris BKN.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Umum
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga;

c. pelaksanaan pengadaan barang jasa; dan
d. pelaksanaan pengelolaan barang inventaris.

Pasal 68

Biro Umum terdiri atas:

a. Bagian Persuratan;

b. Bagian Rumah Tangga;

c. Bagian Layanan Pengadaan;

d. Bagian Pengelolaan Barang Inventaris; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan Lrrusan persuratan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian
Persuratan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, dan pendistribusian surat;
b. penyiapan bahan penggandaan danlatau penjilidan naskah atau buku;
c. penyiapan bahan pengiriman surat, pengklasifikasian, penyimpanan dan

pemeliharaan arsip surat secara sistematis dan terus menerus, penyiapan
berita acara penghapusan serta penghapusan arsip kepegawaian; dan

d. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Umum.
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Pasal 7 I

Bagian Persuratan terdiri atas:

a. Subbagian Arsip dan Ekspedisi;
b. Subbagian Penggandaan; dan
c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 72

(1) Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas mempunyai tugas
melakukan pengiriman surat yang telah selesai diproses, mengklasifikasikan,
menyimpan dan memelihara arsip surat secara sistematis dan terus menerus,
menyiapkan berita acara penghapusan serta penghapusan arsip kepegawaian.

(2) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melakukan penggandaan dan
desain penjilidan naskaln I buku.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta
evaluasi dan pelaporan pada Biro Umum.

Pasal 73

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
di lingkungan BKN.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian
Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, membuka dan

menutup ruangan gedung, penyiapan sarana untuk upacara, rapat, jamuan
rapat, serta penyiapan lainnya;

b. penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan
dinas, pcmbelian bahan bakar, perawatan, mengurus dan menyimpan
dokurmen kendaraan; dan

c. penyiapan bahan pemeliharaan keamanan
kantor BKN.

Pasal 75

Bagian liumah Tangga terdiri atas:

a. Subbagian Urusan Dalam;

b. Subbergian Angkutan; dan

c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

dan ketertiban di lingkungan

Pasal 76

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengaturan tata letak perlengkapan kantor, membuka dan menutup rllangan
gedung, penyiapan sarana untuk upacara, rapat, jamuan rapat, serta
penr,'iapan lainnya.
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(2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengaturan penggunaan kendaraan dinas, pembelian bahan bakar,
perawatan, pengurusan dan penyimpanan dokumen kendaraan.

(3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengamanan dan penertiban di lingkungan kantor BKN.

Pasal 77

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan
Pengadaan;

b. men)rusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang ljasa Unit Layanan
Pengadaan;

c. menJrusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;

d. mengawasi seluruh kegiatan barang ljasa di Unit Layanan Pengadaan dan
melaporkan apabila ada penyimpangan danlatau indikasi penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Unit
Layanan Pengadaan;

g. menugaskan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-
masing;

h. mengusulkan penempatan/pemindahanlpemberhentian anggota kelompok
kerja Unit Layanan Pengadaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
dan

i. mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian
Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan pengadaan barang/jasa
sesuai kebutuhan dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

b. penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan pengad aanf
pembelian belanja barang inventaris kantor dan jasa lainnya; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha pada Biro Umum.

Pasal 79

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Pelaporan; dan
b. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
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Pasal 80

(1) Subbagian Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyiapan dokumen
pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja Unit Layanan

Pengadaan, pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa, mengagendakan

dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia

barang f jasa, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan barang/jasa.

(21 Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi data
manajemen pengadaan, menginventarisasikan paket-paket yang akan
dilelang/diseleksi, penyiapan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf
pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa,
serta memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang akan
dilaksanakan oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 8 1

Bagian Pengelolaan Barang Inventaris mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan barang inventaris.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pengelolaan Barang Inventaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyiap?fl,
pendistribusian perlengkapan / barang;

b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi, identifikasi dan
klasifikasi, pencatatan, pemberian kode, penelitian dan penyiapan
penghapusan perlengkapan/ barang; dan

c. penyiapan bahan pemeliharaan barang inventaris serta penyiapan laporan.

Pasal 83

Bagian Pengelolaan Barang Inventaris terdiri atas:

a. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
b. Subbagian Invcntaris dan Penghapusan; dan

c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 84

(1) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyiap&fl, penyimpanan,
pendistribusian perlengkapa n f barang;

(2) Subbagian Inventaris dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, standardisasi, identifikasi dan
klasifikasi, mencatat, memberikan kode, meneliti dan menyiapkan
penghapusan perlengkapan I barang; dan

(3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pemeliharaan barang inventaris serta menyiapkan laporan.

Pasal 81, Bagian

penyimpanan, dan
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Pasal 85

Kelompok jabatan fungsional pada Biro Umum mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Biro Umum.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kcbutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jetjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 87

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan
masyarakat, protokol, tata usaha Kepala dan Wakil Kepala.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Biro
Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pclaksanaan pcr-rgolahan informasi dan publikasi kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh BKN;

b. pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol; dan
c. pelaksanaan pclayanan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 89

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
b. BagianKeprotokolan;
c. Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan
pemberiLaan, melrgumpulkan dan menganalisis informasi untuk bahan
kebijakan pimpinan, serta melakukan perekaman dan penyajian data.
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Pasal 9 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian
hrblikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan

yang dilakukan oleh BKN serta pengelolaan uebsite BKN; dan
b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan

kcpegawaian.

Pasal 92

Bagian Publikasi dan Dokumentasi terdiri atas:
a. Subbagian Pengolahan Informasi dan Fublikasi; dan
b. Subbargian Dokumentasi Kepegawaian.

Pasal 93

(1) Subbagian Pengolahan Informasi dan Publikasi mempunyai tugas penyiapan
bahan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh BKN
b.rik melalui media cetak maupun media elektronik serta pengelolaan utebsite
BKN; dan

(21 Subbagian Dokumentasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
dokumentasi kcgiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKN dan pengelolaan
pcrpustakaan kcpegawaian.

Pasal 94

Bagian Kcprotokolar-r mempunyai tugas melaksanakan tata usaha pimpinan dan
protokol.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian
Keprolokolan menyclenggarakan fungsi :

a. pclaksanaan kcprotokoleran dan menyiapkan perjalanan dinas pimpinan;
dan

b. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Hubungan
Masyarakat.

Pasal 96

Bagiarn Kcprotokolan terdiri atas:
a. Subbagian Protokol dan Pertalanan Dinas; dan
b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 97

(1) Surbbagian Prolokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahaur pengaturan persiapan rapat, penyiapan upacara dan
pengaturan keprotokolan, kerja sama dengan unit di bidang keprotokolan
persiapan pelar-r tikan serta penyiapan pedalanan dinas pimpinan.
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(21 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta
evaluasi dan pelaporan pada Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 98

Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,
Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan peliputan dan hubungan pers media serta pelayanan

penerimaan tamu lembaga pemerintah dan nonpemerintah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengaduan dan pengelolaan indeks

kepuasan masyarakat.

Pasal 100

Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga; dan
b. Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat.

Pasal 10 1

(1) Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugas
melakukan peliputan dan hubungan pers dengan media terkait dengan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKN serta pelayanan penerimaan
tamu lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

(21 Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan terhadap
surat-surat pembaca di media massa maupun surat-surat dari masyarakat
dan pengelolaan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan
BKN.

Pasal IO2

Kelompok jabatan fungsional pada Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Biro Hubungan Masyarakat.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

(1) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen
kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Pasal los

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, penetap?n, dan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan
jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pembinaan kinerja,
jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang
menjadi kewenangan BKN;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier,
kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi
kewenangan BKN;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja,

jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang
menjadi kewenangan BKN;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangnya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal IO7

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas:

a. Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;

c. Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara; dan
d. Direktorat Peraturan Perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 108

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan kinerja, standardisasi kinerja jabatan, dan pengembangan sistem
informasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat
Kinerja Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja dan standar

kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. pelaksanaan pengelolaan database, analisis penilaian kinerja, dan
pengelolaan dukungan teknis kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan
bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaian kinerja
dan standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

d. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 1 10

Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja

Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar
Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 1 1 1

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kineqja dan Standar Kinerja Jabatan
Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan sistem
penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal Il2
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 1,

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan
Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja dan pemberian

asistensi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. penyiapan bahan penyusunan standar kinerja jabatan dan asistensi standar
kinerja jabatan; dan

c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan program sistem penilaian
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 1 13

Subdirektorat Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan
Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Seksi Penyusllnan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
dan

c. Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal II4
(1) Seksi Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan sistem penilaian dan
menyiapkan bahan pemberian asistensi penilaian kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

(21 Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar kinerja jabatan
dan menyiapkan bahan asistensi standar kinerja jabatan Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

(3) Seksi Penyusunan Program Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan program
penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1 15

Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan
database, pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan sistem
informasi kinerja, dan pengelolaan dukungan teknis kinerja, serta pelaksanaan
sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara.

Pasal 1 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,
Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan database penilaian kinerja Pegawai Aparatur

Sipil Negara;
b. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, dan

pengembangan sistem informasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
c. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan teknis penilaian

kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi penilaian
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal ILT

Subdirektorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
c. Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian KinerJa Pegawai Aparatur Sipil

Negara.
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Pasal 1 18

(1) Seksi Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan pengelolaan database penilaian kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(21 Seksi Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, perumusan,
pembangunan, dan pengembangan sistem informasi kinerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

(3) Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemberian dukungan
teknis kinerja serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi
penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal I 19

Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan
perencanaan, pemantauan dan evaluasi sistem penilaian kinerja dan standar
kinerja jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal l2O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119,
Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:
a. penyiapan bahan evaluasi dan analisis sistem penilaian kinerja serta

pendokumentasian terhadap hasil pelaksanaan evaluasi dan pemantauan
sistem penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b. penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan serta pembuatan
usulan bahan rekomendasi pedoman hasil evaluasi dan analisis standar
kineda jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 12 1

Subdirektorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur

Sipil Negara; dan
b. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur

Sipil Negara.

Pasal I22

(1) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan analisis
sistem penilaian kinerja pegawai serta pendokumentasian terhadap hasil
pelaksanaan evaluasi dan pemantauan sistem penilaian kinerja pegawai.

(2) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Standar Kinerja Jabatan Pegawai Aparatur
Sipil Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan pemantauan
pelaksanaan standar dan pembuatan usulan bahan rekomendasi pedoman
hasil evaluasi dan analisis.
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Pasal I23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal I24

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal I25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara

Pasal 126

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L26 Direktorat
Jabatan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan

jabatan pimpinan tinggi;
b. perumusan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan

fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan

fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan

pimpinan tinggi; dan
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan

fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
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Pasal I28
Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Ratryat;
b. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian;
c. Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal I29

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis
jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan
bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional,
dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan
sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional,
dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Ra}ryat.

Pasal 130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L29,
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 13 1

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesejahteraan Ralryat
terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatan; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan dan Sosial

Budava.
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Pasal 132

(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan
bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis
dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan
tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan
jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk instansi
sektor kesehatan.

(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Pendidikan dan Sosial
Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan
kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
pimpinan tinggi, rumLlsan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk instansi sektor pendidikan dan
sosial budava.

Pasal 133

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian mempunyai
tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan bahan
pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan
jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan
sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah koordinasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133,
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi,

jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan

administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan

administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;



d.

e.

30-

penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan
penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 135

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Perekonomian terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan dan

Pekerjaan Umum; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber Daya Alam.

Pasal 136

(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keuangan dan
Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan
bahan kebijakan teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
pimpinan tinggi, rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi sektor keuangan dan
pekerjaan umum.

(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Sumber Daya Alam
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan
teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan
teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan
tinggi, untuk instansi sektor sumber daya alam.

Pasal I37

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan mempunyai tugas melaksanakan analisis rumusan bahan kebijakan
teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, pemberian bimbingan teknis dan
fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
pimpinan tinggi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi di bawah
koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
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Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal LS7,
Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis rumusan bahan kebijakan teknis jabatan administrasi,

jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
b. pelaksanaan analisis rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan

administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi jabatan

administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan

fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan administrasi,

jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 139

Subdirektorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan terdiri atas:
a. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik dan Hukum; dan
b. Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamanan.

Pasal 140

(1) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Politik dan Hukum
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan
teknis jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi,
rumusan bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi,
jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan
teknis dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan
pimpinan tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan
tinggi, untuk instansi sektor politik dan hukum.

(2) Seksi Pengolahan Jabatan Aparatur Sipil Negara Unit Keamanan mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan rumusan bahan kebijakan teknis jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, rumusan
bahan pertimbangan teknis penetapan jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahan pemberian bimbingan teknis
dan fasilitasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan
tinggi, pelaksanaan sosialisasi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan
jabatan pimpinan tinggi, bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jabatan
administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, untuk instansi
sektor keamanan.
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Pasal 14 1

Subbagian Tata Usaha mempu.nyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupun
elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan
pelaporan pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal I42

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara

Pasal I44
Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis penggajian, tunjang&n, fasilitas, penghargaan,
jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan perlindungan, serta evaluasi
dan klasifikasi jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L44, Direktorat
Kompensasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan penggajian dan pensiun,
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan jaminan perlindungan dan
fasilitas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

c. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan tunjangan Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta
evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kompensasi Aparatur
Sipil Negara;
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e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan kompensasi Aparatur Sipil
Negara; dan

f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 146

Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Subdirektorat Gaji dan Fasilitas;

b. Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan;

c. Subdirektorat Tunjangan;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal I47
Subdirektorat Gaji dan Fasilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian Pegawai
Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
serta Fasilitas Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal I47, Subdirektorat
Gaji dan Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis Fasilitas
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

c. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
penggajian dan fasilitas; dan

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
pegajian dan fasilitas.

Pasal 149

Subdirektorat Gaji dan Fasilitas terdiri atas:
a. Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Gaji Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

dan
c. Seksi Fasilitas.

Pasal 150

(1) Seksi Gaji Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis penggajian
Pegawai Negeri Sipil.
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(2) Seksi Gaji Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
pengembangan kebijakan teknis penggajian Pejabat Negara dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(3) Seksi Fasilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rumusan dan pengembangan kebijakan teknis fasilitas Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara.

Pasal 1 5 1

Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan
kebijakan teknis bidang Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.

Pasal I52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,
Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis
perlindungan dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;

c. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
jaminan pensiun, perlindungan, dan penghargaan; dan

d. penJrusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jaminan
pensiun, perlindungan, dan penghargaan.

Pasal 153

Subdirektorat Jaminan Pensiun, Perlindungan, dan Penghargaan terdiri atas:
a. Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua;
b. Seksi Jaminan Perlindungan; dan
c. Seksi Penghargaan.

Pasal 154

(1) Seksi Jaminan Pensiun dan Hari Tua mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan pensiun Pegawai
Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

(2) Seksi Jaminan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

(3) Seksi Penghargaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan penghargaan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 155

Subdirektorat Tunjangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis dan pengembangan kebijakan pemberian tunjangan
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, serta evaluasi dan klasifikasi jabatan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155,
subdirektorat Tunjangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjangan

Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
b. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan tunjangan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
c. penyusunan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis evaluasi

dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang

tunjangan, evaluasi, dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan tunjangan Aparatur

Sipil Negara.

Pasal 157

Subdirektorat Tunjangan terdiri atas:
a. Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja; dan
c. Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan.

Pasal 158

(1) Seksi Tunjangan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan teknis
tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

(2) Seksi Tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan
dan pengembangan kebijakan teknis tunjangan Pejabat Negara dan Pegawai
Pemerintah dengan Pedanjian Kerja.

(3) Seksi Evaluasi dan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pengembangan kebijakan
evaluasi dan klasifikasi jabatan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 159

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan, pendistribusian, penomoran surat secara manual maupun
elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta melakukan
penyiapan bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pada Direktorat
Kompensasi Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 160

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Direktorat Peraturan Perundang-undangan

Pasal 162

Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan
perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian,
melaksanakan dokumentasi, publikasi dan informasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan sosialisasi, dan bimbingan
teknis, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L62, Direktorat
Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, dan penilaian
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian mengenai pembinaan karier dan disiplin Pegawai
Aparatur Sipil Negara;

c. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentian Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

d. pelaksanaan penyusunan dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

e. pelaksanaan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi
dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;
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f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian;

g. pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian dengan unit dan instansi terkait; dan

h. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 164

Direktorat Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

b. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembinaan Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak dan
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, penilaian
kinerja, dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165,
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang perenc arraan dan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara; dan

b. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta
dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 167

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Penilaian KinerJa Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 168

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan
rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan

dan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan
peraturan perundang-undangan di bidang penilaian kinerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara serta dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 169

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan
Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
mengenai pembinaan karier, disiplin, serta koordinasi sosialisasi dan bimbingan
teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal I7O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169,
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan
Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang pembinaan karier; dan
b. penyiapan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-

undangan di bidang disiplin, serta koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan
bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal L7 I

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembinaan
Karier dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Pembinaan Karier; dan
b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Disiplin.

Pasal I72

(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembinaan Karier mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

(21
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pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-
undangan di bidang pembinaan karier.

(2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Disiplin mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan
penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
disiplin, serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 173

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak dan
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
mengenai hak dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta
pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173,
Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak dan
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian mengenai hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b. penyiapan penyusunan rumusan rancangan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian mengenai pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

Pasal 175

Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak dan
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak
Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

b. Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal L76

(1) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Hak
Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang hak Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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(2) Seksi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rumusan rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian pegawai Aparatur
Sipil Negara, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 177

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada
Direktorat Peraturan Perundang-undangan.

Pasal I78

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Peraturan Perundang-Lrndangan.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DBPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 180

(1) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.
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Pasal 18 1

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, penetap&n, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara
dan mantan Pejabat Negara.

Pasal I82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 1 , Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan,

kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan
hukum Pegawai Negeri Sipil;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan, mutasi,
pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai
Negeri Sipil;

c. perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengad aan,
kepangkatan, mutasi, pe ffiberhentian dan pensiun, serta status dan
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

d. pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan Mantan Pejabat
Negara;

e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengad aarL,

kepangkatan, mutasi, pe ffiberhentian dan pensiun, serta status dan
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 183

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas:
a. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;

b. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan

c. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan

Pasal 184

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan
pemberian Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil, menetapkan Kartu Pegawai dan Kartu
Isteri/ Suami Pegawai Negeri Sipil, penyiapan pertimbangan teknis kenaikan
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pangkat Pegawai Negeri Sipil, pertimbangan teknis pengangkatan jabatan
fungsional jenjang utama, pengalihan anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI, pemberian
persetujuan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya,
serta pengalihanlpenyaluran Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal I84, Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemberian Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri

Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat;

b. pelaksanaan penyiapan penetapan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami
Pegawai Negeri Sipil kementerian dan non kementerian;

c. pelaksanaan penyiapan pemberian pertimbangan teknis tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan teknis pengangkatan jabatan
fungsional jenjang utama yang penetapannya menjadi wewenang Presiden,
serta pengalihan anggota TNI/ POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI;

d. pelaksanaan penyiapan pemberian persetujuan kenaikan pangkat,
pemindahan antar instansi, dan mutasi lainnya yang penetapannya menjadi
wewenang pimpinan instansi/pejabat pembina kepegawaian;

e. pelaksanaan penyiapan penetapan surat keputusan dan pelaksanaan
pengalihan/ penyaluran Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya
penyederhanaan satuan organisasi Negara;

f. pelaksanaan pemberian dan penetapan nomor pertimbangan dan nomor
persetujuan serta mencatatlmengendalikan dalam buku register/komputer;
dan

g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 186

Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terdiri atas:

a. Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil
Negara;

b. Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

c. Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;

d. Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama;

e. Subbagian Tata Usaha; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal L87

Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan administrasi penerimaan, pengendalian,
pendistribusian surat dan permintaan Nomor Induk Pegawai untuk
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan
Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami, kepangkatan dan mutasi, penyampaian
Nomor Induk Pegawai, berkas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Kartu
Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami, Kepangkatan dan mutasi yang telah
diselesaikan ke instansi terkait serta perekaman dan pemeliharaan data.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I87,
Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian
usul surat dan permintaan Nomor Induk Pegawai untuk pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Kartu Pegawai dan
Kartu Isteri/ Suami, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, mutasi
lainnya;

b. penyiapan bahan penetapan Nomor Induk Pegawai, pemberian nomor
persetujuan /pertimbangan teknis kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja
dan mutasi lainnya, dan cuti diluar tanggungan negara, serta pengangkatan
dalam jabatan peneliti;

c. penyiapan bahan penyampaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepada
Presiden;

d. penyiapan bahan penyampaian Nomor Induk Pegawai, berkas pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dan permintaan Kartu
Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami ke instansi terkait;

e. penyiapan bahan penyampaian nota persetujuan ke instansi terkait dan
kantor pembayaran;

f. penyiapan bahan penyampaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri
Sipil; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan perekaman dan pemeliharaan data.

Pasal 189

Subdirektorat Administrasi Pengadaan dan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara
terdiri atas:
a. Seksi Administrasi Pengadaan;

b. Seksi Administrasi Kepangkatan; dan

c. Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan.
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Pasal 190

Seksi Administrasi Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pendistribusian surat dan berkas
permintaan Nomor Induk Pegawai, permintaan Kartu Pegawai dan Kartu
Isteri/Suami, melakukan penetapan Nomor Induk Pegawai, mencatat,
mengumpulkan dan memelihara register data, menyusun perangkaan
permintaan/penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai
dan Kartu Isteri/ Suami serta menyiapkan dan menyampaikan kembali surat
dan berkas yang telah diselesaikan kepada instansi terkait.

Seksi Administrasi Kepangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan penerimaan, dan pendistribusian tentang surat/usul kenaikan
pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya serta
pengalihanlpenyaluran Pegawai Negeri Sipil, menyampaikan pertimbangan
teknis, dan nota persetujuan serta surat keputusan yang telah ditetapkan
oleh Kepala BKN, Instansi terkait, Kantor Pembayaran, Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.

Seksi Perekaman Data Pengadaan dan Kepangkatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data dan laporan tentang
surat/usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya,
pengalihanlpenyaluran Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Nomor Induk
Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Kartu Pegawai, Kartu
Isteri/ Suami, koordinasi dan pemantauan perekaman data, serta
menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan
memperbaiki jaringan.

Pasal 19 I

Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan
penyiapan surat dan menyelesaikan permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri
Sipil untuk Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian
Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami.

Pasal I92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191,
Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penerimaan, penelitian dan pengendalian permintaan

Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu
Isteri/ Suami;

b. penyiapan bahan penyelesaian permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, serta
penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami; dan

(2)

(3)
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c. penyiapan bahan penyampaian kembali berkas permintaan Nomor Induk
Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai
Negeri Sipil, penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/ Suami.

Pasal 193

Subdirektorat Pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Seksi Pengadaan Kementerian; dan

b. Seksi Pengadaan Nonkementerian.

Pasal I94

Seksi Pengadaan Kementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta
penyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai

dan Kartu Isteri/Suami, untuk instansi pemerintah Kementerian.

Seksi Pengadaan Nonkementerian mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan penerimaan, penghitungan, dan pengendalian serta
penyelesaian berkas permintaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil untuk
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai

dan Kartu Isteri/Suami untuk instansi pemerintah Nonkementerian serta
instansi daerah di lingkungan wilayah kerja seluruh Kantor Regional BKN.

Pasal 195

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama mempunyai tugas
melakukan penerimaan, penelitian serta menyelesaikan surat-surat keputusan
dan usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja, dan
mutasi lainnya untuk instansi pemerintah kemenLerranfnonkementerian dan
instansi daerah yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Pasal L96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195,
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat,
usul kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja, dan
mutasi lainnya serta menyelesaikan usul pengalihan/penyaluran Pegawai
Negeri Sipil;

(2)
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b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, dan penyelesaian
surat keputusan pemindahan antar instansi; dan

c. penyiapan bahan pelaksanaan penyampaian kembali usul jawaban/nota
persetujuan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, peninjauan masa kerja,
dan mutasi lainnya.

Pasal I97

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama terdiri atas:

a. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian;

b. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian;
dan

c. Seksi Mutasi Lain-lain.

Pasal 198

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian
dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota persetujuan kenaikan
pangkat dan jabatan untuk instansi pemerintah kementerian.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Selain Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian
mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian
dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota persetujuan kenaikan
pangkat dan jabatan untuk instansi pemerintah nonkementerian.

Seksi Mutasi Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan
penerimaan, penelitian dan penyelesaian surat, surat keputusan dan nota
persetujuan peninjauan masa kerja, dan mutasi lainnya untuk instansi
pemerintah kementerian/nonkementerian dan instansi pemerintah daerah.

Pasal I99

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama mempLrnl,ili tugas melakukan
penerimaan, penelitian, pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis
Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangl<at Pegawai Negeri Sipil,
pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota
TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegau'ai Ncgeri Sipil menjadi
anggota TNI/POLRI.

(2)

(3)



-47 -

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I99,
Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengendalian dan menyiapan pertimbangan teknis Kepala

BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis Kepala

BKN kepada Presiden tentang pengangkatan, kenaikan jabatan dan
pembebasan sementara dalam jabatan fungsional jenjang utama;

c. penyiapan bahan pengendalian dan penyiapan pertimbangan teknis Kepala
BKN tentang pengalihan anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI; dan

d. penyiapan bahan penyampaian kembali usul/pertimbangan teknis, kenaikan
pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan pembebasan sementara dalam
jabatan fungsional jenjang utama serta pertimb arrgan teknis Kepala BKN
tentang pengalihan anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota TNI/POLRI.

Pasal 2OI

Subdirektorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama terdiri atas:

a. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian; dan

b. Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian.

Pasal 2O2

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Kementerian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan penyelesaian
pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan kenaikan serta pembebasan
sementara untuk jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan anggota
TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil menjadi
anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintah Kementerian.

Seksi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan
Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Utama Nonkementerian mempunyai
tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian dan
penyelesaian pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan kenaikan serta
pembebasan sementara untuk jabatan fungsional jenjang utama, pengalihan
anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
menjadi anggota TNI/POLRI untuk instansi pemerintah nonkementerian dan
instansi pemerintah daerah.

(1)

(21
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Pasal 203

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan.

Pasal 2O4

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2Os

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

Pasal 206

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pertimbangan, menetapkan pensiun Pegawai Negeri
Sipil/jandalduda/bagian pensiun janda, melaksanakan pengawasan dan tata
usaha pensiun serta menyiapkan penetapan pensiun Pejabat Negara dan
jandaldudanya.

Pasal 2OT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206,
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke bawah yang mencapai Batas
Usia Pensiun dengan hak pensiun dan jandaldudanya, penetapan pensiun
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Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tewas atau cacat karena dinas dan pensiun
janda/duda/bagian pensiun janda dan tunjangan;

b. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden
tentang pemberian pensiun PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat
Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama
Golongan Ruang IV le dan Janda/Dudanya yang penetapan pensiunnya
menjadi wewenang Presiden;

c. pelaksanaan penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden
tentang pemberian pensiun Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh;

d. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil/JandalDuda/Bagian pensiun janda yang ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e. pelaksanaan penyiapan penetapan pensiun jandalduda/anak Pejabat
Negara;

f. pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pejabat Negara;

g. pelaksanaan pemberian Nomor Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
h. pelaksanaan pengesahan pendaftaran mutasi keluarga;
i. pelaksanaan penetapan penerbitan petikan II SK Pensiun; dan
j. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 2O8

Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri atas:

a. Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

b. Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
c. Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
d. Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan JandalDudanya;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2O9

Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
mempunyai tugas melakukan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara, dan perekaman serta pemeliharaan data.

Pasal 2IO

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O9,

Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
menyelen ggarakan fun gsi :

a. penyiapan bahan pengiriman Data Perorangan Calon Penerima Pensiun,
penerimaan, pengendalian dan pendistribusian surat, data pensiun, dan
usul pensiun pejabat negara dan jandalduda/bagian pensiun janda dan
janda I duda/ anak Pejabat Negara;

b. penyiapan bahan pencatatan dalam buku agenda;

c. penyiapan bahan pengiriman surat dan surat keputusan kepada yang
bersangkutan;
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d. penyiapan bahan pengiriman tembusan surat, penetapan pertimbangan ke
instansi terkait;

e. penyiapan bahan perekaman dan pemeliharaan data; dan
f. penyiapan bahan pen5rusunan laporan dan perangkaan pensiun.

Pasal 2ll
Subdirektorat Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
terdiri atas:

a. Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara; dan
c. Seksi Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun.

Pasal 2I2
Seksi Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pengendalian dan
pendistribusian surat, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun, data usul
pensiun jandalduda bagian pensiun janda, tunjangan dan pensiun
jandalduda pejabat negara, dan mengelola surat/surat keputusan pensiun,
serta penyusunan laporan dan perangkaan data pensiun di lingkungan
instansi pemerintah.

Seksi Administrasi Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan penerim aan ) pengendalian dan pendistribusian surat,
data usul pensiun pejabat negara dan jandalduda bagian pensiun janda,
tunjangan dan pensiun jandalduda pejabat negara, dan mengelola
surat/ surat keputusan pensiun, serta penyusunan laporan dan perangkaan
data pensiun di lingkungan instansi pemerintah.

Seksi Perekaman dan Pemelih araarr Data Pensiun mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan perekaman
data serta menyiapkan sarana pemeliharaan jaringan komunikasi data dan
memperbaiki jaringan.

Pasal 2L3

Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas
melakukan penerimaarl, pemeriksaan, dan penetapan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil, pensiun jandalduda/bagian pensiun janda, penetapan
kenaikan pangkat pengabdian, penyiapan konsep surat, pengawasan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/dudanya yang diterbitkan oleh
kementerian dan nonkementerian, penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun,
pengesahanlpencatatan pendaftaran mutasi keluarga, penerbitan petikan II
Surat Keputusan Pensiun yang ditetapkan oleh Kepala BKN serta pemeriksaan
tembusan surat keputusan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun
janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan
instansi pemerintah daerah di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN.

(3)
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Pasal 2I4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I3,
Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, dan penetapan

pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda lbagian
pensiun janda IY I c ke bawah;

b. penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri
Sipil;

c. penyiapan bahan penetapan pemberian Nomor Pokok Pensiun;
d. penyiapan bahan pengesahan dan pencatatan pendaftaran mutasi keluarga;
e. penyiapan bahan penerbitan Petikan II Surat Keputusan Pensiun yang

ditetapkan oleh Kepala BKN; dan
f. penyiapan bahan pemeriksaan tembusan surat keputusan pemberian

pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil
yang diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah
di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN.

Pasal 2I5
Subdirektorat Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
a. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian; dan
b. Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian.

Pasal 216

(1) Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaarT, pemeriksaan, penyelesaian
surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat pengabdian,
menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan pemberian
Nomor Pokok Pensiun, pengesahan/pencatatan pendaftaran mutasi keluarga,
penerbitan petikan II Surat Keputusan pensiun yang ditetapkan oleh Kepala
BKN serta memeriksa tembusan surat keputusan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan pensiun jandalduda Pegawai Negeri Sipil yang
diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di
lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN.

(21 Seksi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian
surat, penetapan keputusan pensiun, kenaikan pangkat pengabdian,
menyusun dan memelihara tata naskah pensiun, penetapan pemberian
Nomor Pokok Pensiun, pengesahan f pencatatan pendaftaran mutasi keluarga,
penerbitan petikan II Surat Keputusan pensiun yang ditetapkan oleh Kepala
BKN serta memeriksa tembusan surat keputusan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan pensiun jandalduda Pegawai Negeri Sipil yang
diterbitkan oleh instansi Kementerian dan instansi pemerintah daerah di
lingkungan wilayah kerja Kantor Regional BKN.
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Pasal 217

Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil
mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat,
penyiapan pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian
pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologan ruang lY lc ke atas dan
janda/dudanyalbagian pensiun jandalduda, Pemberian pertimbangan teknis
kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun PNS dan jandaldudanyalbagian
pensiun jandalduda kepada Presiden sesuai kewenangannya, menyiapkan
konsep surat, melaksanakan tata usaha pensiun, mengelola dan memelihara
tata naskah pensiun, dan mengesahkan/mencatat pendaftaran mutasi keluarga.

Pasal 2I8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2I7,
Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil
melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan
pertimbangan teknis Kepala BKN kepada Presiden tentang pemberian
pensiun berpangkat Pembina Utama Muda gologan ruang IY lc ke atas dan
jandaldudanyal bagian pensiun jandalduda;

b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat
pengabdian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan jandaldudanyalbagian
pensiun janda/duda kepada Presiden sesuai kewenangannya;

c. penyiapan bahan konsep surat;
d. pelaksanaan tata usaha pensiun;

e. pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun; dan

f. pengesahanlpencatatan pendaftaran mutasi keluarga.

Pasal 2I9

Subdirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil
terdiri atas:

a. Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian; dan

b. Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian.

Pasal 22O

(1) Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Kementerian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan,
pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pertimbangan teknis
pensiun, kenaikan pangkat pengabdian dan jandaldudanyalbagian
jandalduda kementerian, menyusun dan memelihara tata naskah pensiun,
dan pengesahan/ pencatatan pendaftaran mutasi keluarga.
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(21 Seksi Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nonkementerian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan,
pemeriksaan, penyelesaian surat, penetapan keputusan pertimbangan teknis
pensiun, kenaikan pangkat pengabdian dan janda I dudanyal bagian janda/
duda nonkementerian dan pemerintah daerah, men)rusun dan memelihara
tata naskah pensiun, dan pengesahan/ pencatatan pendaftaran mutasi
keluarga.

Pasal 221

Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan JandalDudanya mempunyai tugas
melakukan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penetapan pensiun
Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif dan jandaldudanyalbagian pensiun
jandalduda, menyiapkan konsep surat, melaksanakan tata usaha pensiun,
mengelola dan memelihara data pensiun pejabat Negara, mengelola dan
memelihara tata naskah pensiun, dan mengesahkan/mencatat pendaftaran
mutasi keluarga.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22I,
Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan JandalDudanya menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat,
penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/ noneksekutif dan
janda I dudany a I bagian pensiun j anda/ duda;

b. penyiapan konsep surat;
c. penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat

negara;

d. penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun; dan
e. penyiapan bahan pengesahanlpencatatan pendaftaran mutasi keluarga.

Pasal 223

Subdirektorat Pensiun Pejabat Negara dan JandalDudanya terdiri atas:
Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara; dan
Seksi Penyiapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara.

Pasal 224

(1) Seksi Penyiapan Pensiun Pejabat Negara mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat, penyiapan
penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/ noneksekutif dan
jandaldudanya, penyiapan konsep surat, pelaksanaan tata usaha pensiun,
pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat negara, pengelolaan dan
pemeliharaan tata naskah pensiun, pengesahanlpencatatan pendaftaran
mutasi keluarga.

a.

b.



-54-

(2) Seksi Penyiapan Pensiun JandalDuda Pejabat Negara mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, penelitian, penyelesaian surat,
penyiapan penetapan pensiun Pejabat Negara eksekutif/noneksekutif bagian
pensiun jandalduda, penyiapan konsep surat, pelaksanaan tata usaha
pensiun, pengelolaan dan pemeliharaan data pensiun pejabat negara,
pengelolaan dan pemeliharaan tata naskah pensiun, pengesahan f pencatatan
pendaftaran mutasi keluarga.

Pasal 225

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

Pasal 226

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat
Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian

Pasal 228
Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan danlatau penetapan pertimbangan status kepegawaian, penyiapan
pertimbangan tewas dan cacat karena dinas, penetapan persetujuan uang duka
tewas dan tunjangan cacat karena dinas, penyiapan danlatau penetapan
pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses politik
dan menjadi anggotalpengurus partai politik, pemberian persetujuan cuti di luar
tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara
dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, penyiapan pertimbangan
perubahan penetapan nama dan tanggal lahir, penyiapan dan atau penetapan
penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai, penetapan persetujuan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih
dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil, penyiapan danlatau penetapan
pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.
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Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat
Status dan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan status

kepegawaian;

b. pelaksanaan penyiapan pertimbangan tewas dan cacat karena dinas;
c. pelaksanaan penyiapan persetujuan pemberian uang duka tewas dan

tunjangan cacat karena dinas;
d. pelaksanaan penyiapan dan atau

kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang
anggota I pengurus partai politik;

penetapan pertimbangan status
terlibat ekses politik, dan menjadi

e. pelaksanaan penyiapan persetujllan pemberian cuti di luar tanggungan
negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, dan
persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

f. pelaksanaan penetapan perubahan nama dan tanggal lahir;
g. pelaksanaan penyiapan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai;

h. pelaksanaan penyiapan persetujllan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai
Negeri Sipil;

i. pelaksanaan penyiapan dan atau penetapan pertimbangan status
kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; dan

j. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 23O

Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas:
a. Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian;
b. Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23I
Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat ekses
politik dan menjadi anggotalpengurus partai politik, persetujuan pemberian dan
perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, persetujuan mempekerjaan
kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara, penyiapan pertimbangan status kepegawaian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar
tanggungan negara, pe flyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai,
penyiapan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23I,
Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian;
b. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang

terlibat ekses politik dan menjadi anggotalpengurus partai politik;
c. penyiapan bahan pemberian persetujuan cuti di luar tanggungan negara,

persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dan persetujuan
mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai
menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

d. penyiapan bahan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang
terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

e. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Nomor Induk Pegawai; dan
f. penyiapan bahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja.

Pasal 233

Subdirektorat Pertimbangan Status Kepegawaian terdiri atas:
a. Seksi Analisis Status Kepegawaian; dan
b. seksi Penyusunan Pertimbangan status Kepegawaian.

Pasal 234

(1) Seksi Analisis Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan
penerimaan, pemeriksaan, penyiapan persetujuan pemberian cuti di luar
tanggungan negara, persetujuan perpanjangan cuti di luar tanggungan
negara dan persetujuan mempekerjakan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil
yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
pertimbangan penyelesaian Nomor Induk Pegawai dan permasalahan
kepegawaian lainnya serta, pertimbangan status Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Instansi Pemerintah KementerianlNonkementerian
dan Instansi Pemerintah Daerah.

(21 Seksi Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan penerim aan , pemeriksaan, penyiapan pertimbangan
status kepegawaian, pertimbangan penetapan status kepegawaian Pegawai
Negeri Sipil yang terlibat ekses politik dan menjadi anggotalpensurus partai
politik, dan pertimbangan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang
terlambat lapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara,
serta pertimbangan status Pegawai Pemerintah dengan Pedanjian Kerja
untuk Instansi Pemerintah KementerianlNonkementerian dan Instansi
Pemerintah Daerah.

Pasal 235

Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan cacat
karena dinas, persetujuan pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat
karena dinas, dan penyiapan penetapan pertimbangan perubahan nama dan
tanggal lahir, serta persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang
menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295,
Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pertimbangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan

cacat karena dinas;
b. penyiapan bahan pemberian persetujuan pemberian uang duka tewas dan

tunjangan cacat karena dinas;
c. penyiapan bahan pertimbangan perubahan nama dan tanggal lahir; dan
d. penyiapan bahan pemberian persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 237

Subdirektorat Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian terdiri atas:
a. Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian; dan
b. Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian;

Pasal 238

(1) Seksi Analisis Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan naskah pertimbangan tewas dan
cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, dan persetujuan uang duka
tewas dan tunjangan cacat karena dinas untuk Instansi Pemerintah
Kementerian f Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah.

(2) Seksi Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian mempunyai tugas
menyiapkan bahan penerimaan, pemeriksaan, penyiapan naskah penetapan
perubahan nama dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil, dan naskah
persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa
percobaan lebih 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Instansi
Pemerintah Kementerian f Nonkementerian dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 239

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Pasal 24O

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24I
(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
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(21 Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-Lrndangan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 242

(1) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang sistem informasi kepegawaian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 243

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, penetaPsn, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem
informasi manajemen Kepegawaian.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249,
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi

manaj emen kepegawaian ;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen
kepegawaian;

c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi
manaj emen kepegawaian ;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 245

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;
b. Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;
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c. Direktorat Arsip Kepegawaian I; dan

d. Direktorat Arsip Kepegawaian II.

Bagian Ketiga

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

Pasal 246

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelaksanaan perumusan dan perancangan sistem informasi
berbasis teknologi informasi, pelaksanaan penerapan standardisasi sistem
aplikasi pelayanan kepegawaian nasional berbasis teknologi informasi, dan
pelaksanaan pengolahan data kepegawaian, serta pelaksanaan diseminasi
penerapan office automation.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246,
Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi:

a. perekaman dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian;

b. pengolahan data dan informasi kepegawaian;
c. pelaksanaan pelayanan, pertukaran data dan informasi kepegawaian;
d. pelaksanaan perumusan dan analisis pengolahan data;

e. penyusunan sistem pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi;
f. pelaksanaan rancangan dan analisis pembuatan sistem informasi

kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
g. pelaksanaan analisis dan perancangan kebutuhan akan sistem informasi dan

kapasitas sumber daya teknologi informasi;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dan perancangan dalam penyelenggaraan

sistem aplikasi kepegawaian;
i. pelaksanaan koordinasi dan integerasi pembuatan dan perancangan program

aplikasi pengolahan data termasuk data pendukung;
j. perancangan strategi pengelolaan basis data tabel referensi;
k. penyusunan rancangan ke butuhan perlengkapan dan pelaksanaan

pemeliharaan peralatan teknologi informasi serta perangkat pendukung;

l. pelaksanaan standardisasi sistem dan program aplikasi pengolahan data
serta memberi dukungan pelaksanaannya; dan

m. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 248

Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengolahan Data;

b. Subdirektorat Informasi Kepegawaian;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 249

Subdirektorat Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penJrusunan
program kerja tahunan, pengolahan database kepegawaian, penyiapan bahan
koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengumpulan data, perekaman data,
melaksanakan rekonsiliasi data, analisis kebutuhan sistem informasi dan
aplikasi, kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi,
pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian secara berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program
aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji
program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak dan penyelesaian
permasalahan data.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249,
Subdirektorat Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengolahan database kepegawaian;
b. pelaksanaan analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi, analisis

kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi,
pembuatan sistem informasi kepegawaian dan pengembangan sistem
informasi kepegawaian secara berkelanjutan;

c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan
hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program serta
pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak;

d. pelaksanaan pengelolaan dan koordinasi serta pemantauan perekaman data
kepegawaian; dan

e. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasi data
kepegawaian.

Pasal 25I
Subdirektorat Pengolahan Data terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
b. Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;

dan

c. Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan Data
Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 252

(1) Seksi Pengelolaan Database Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mempunyai
tugas melakukan pengolahan database kepegawaian, perekaman data,
melakukan koordinasi dan pemantauan perekaman data kepegawaian,
analisis kebutuhan sistem informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya
teknologi informasi, penyiapan bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi
kepegawaian dan pengembangan sistem informasi kepegawaian secara
berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program aplikasi berdasarkan
hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan uji program serta
pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak.
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(2) Seksi Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
mempunyai tugas melakukan penyelesaian permasalahan dan koreksi serta
koordinasi data kepegawaian.

(3) Seksi Pengelolaan Database dan Penyelesaian Permasalahan Data
Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan
pengolahan database kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perekaman data
kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil, koordinasi, pemantauan perekaman
data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, analisis kebutuhan akan sistem
informasi dan aplikasi, kapasitas sumber daya teknologi informasi, penyiapan
bahan, evaluasi, pembuatan sistem informasi kepegawaian Non Pegawai
Negeri Sipil, pengembangan sistem informasi kepegawaian Non Pegawai
Negeri Sipil secara berkelanjutan, pengelolaan dan pemeliharaan program
aplikasi berdasarkan hasil analisis dan rancangan aplikasi serta melakukan
uji program serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak,
penyelesaian permasalahan dan koreksi serta koordinasi data kepegawaian
Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 253

Subdirektorat Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan; dan pertukaran data dan informasi kepegawaian, pengumpulan,
pengembangan dan melaksanakan pemeliharaan data tabel referensi, serta
penyusunan strategi, analisis, pemelih araan, mengolah dan pemberian bantuan
konsultasi pengelolaan basis data tabel referensi.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253,
Subdirektorat Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan data dan informasi kepegawaian, diseminasi, dan pertukaran

informasi kepegawaian antar instansi;
b. pelaksanaan verifikasi data, pencetakan dan pendistribusian Kartu Pegawai

Elektronik;
c. pelaksanaan pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan data tabel

referensi; dan
d. pelaksanaan penyusunan strategi, analisis, pemelih araarL, mengolah dan

pemberian bantuan konsultasi pengelolaan basis data tabel referensi.

Pasal 255

Subdirektorat Informasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil;
Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian Non
Pegawai Negeri Sipil; dan
Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik.

b.

c.
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Pasal 256

Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan
pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil,
diseminasi, dan pertukaran informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
antar instansi, pelaksanaan pengumpulan pengembangan dan pemeliharaan
data tabel referensi.

Seksi Penyajian Informasi dan Penyusu.nan Tabel Referensi Kepegawaian Non
Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan
pelayanan permintaan data dan informasi kepegawaian Non Pegawai Negeri
Sipil, diseminasi, dan pertukaran informasi kepegawaian Non Pegawai
Negeri Sipil antar instansi, pelaksanaan pengumpulan pengembangan dan
pemeliharaan data tabel referensi.

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik mempunyai
tugas melaksanakan verifikasi data, pengembangan sistem, pencetakan,
pendistribusian, dan pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik.

Pasal 257

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 258

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi
Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)
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Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Pasal 260

Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistem komputer
induk, jaringan komputer, serta sistem informasi.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 260, Direktorat
Pengembangan Sistem I nformasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk;
b. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer;
c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan
d. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 262

Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas:
a. subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi;
b. Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi;
c. Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 263

Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan perangkat dan sistem komputer induk, penyiapan
bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengujian, dan
pengembangan sistem aplikasi berdasarkan hasil analisis, dan melakukan uji
program serta standardisasi pelayanan teknologi kepegawaian.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263,
Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan perangkat komputer induk;
b. pelaksanaan pengembangan sistem komputer induk;
c, pelaksanaan pengaturan pengguna komputer induk, kewenangan pengguna

basis data;

d. pelaksanaan koordinasi teknik dengan unit pengelola aplikasi manajemen
kepegawaian dan jaringan komputer; dan

e. pelaksanaan penyusunan standardisasi pelayanan teknologi kepegawaian.

Pasal 265
Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk;
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b. Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan; dan
c. Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaian.

Pasal 266

(1) Seksi Pengelolaan Perangkat Komputer Induk mempunyai tugas melakukan
pengembangan perangkat komputer induk.

(2) Seksi Pengelolaan Sistem dan Jaringan mempunyai tugas melakukan
pengembangan sistem komputer induk, pengaturan pengguna komputer
induk, kewenangan pengguna basis data, pengembangan jaringan komputer,
pemeliharaan sistem dan jaringan komputer, serta pengelolaan akses
jaringan dan administrasi Internet Protokol.

(3) Seksi Pengembangan dan Standardisasi Teknologi Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan penyusunan pengembangan dan standardisasi teknologi
kepegawaian.

Pasal 267

Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan jaringan komputer dan pemeliharaan sistem dan jaringan
komputer.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267,
Subdirektorat Jaringan Komputer menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan jaringan komputer; dan
b. pelaksanaan pemeliharaan sistem dan jaringan komputer.

Pasal 269

Subdirektorat Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri atas :

a. Seksi Pemanfaatan Media Informasi; dan
b. Seksi Integrasi Sistem Informasi.

Pasal 27O

(1) Seksi Pemanfaatan Media Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan rumusan pengembangan dan analisis aplikasi kepegawaian dan media
informasi.

(21 Seksi Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan integrasi
sistem kepegawaian internal dan eksternal.

Pasal 27 I
Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan layanan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27l,
Subdirektorat Pelayanan Teknologi I nformasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan teknis informasi; dan



-65-

b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, pelayanan
teknologi kepegawaian dan sistem jaringan.

Pasal 273

Subdirektorat Pelayanan Teknologi Informasi terdiri atas:

a. Seksi Layanan Teknis Informasi; dan

b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 274

(1) Seksi Layanan Teknis Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan sistem layanan teknis informasi.

(21 Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring
pelaksanaan pengembangan, pelayanan teknologi kepegawaian dan sistem
jaringan di lingkungan BKN.

Pasal 275

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 276

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban keda.

(4) Jenis dan j.njang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Arsip Kepegawaian I

Pasal 278

Direktorat Arsip Kepegawaian I mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
sistem pengelolaan arsip kepegawaian, melaksanakan perekaman, penyimpanan
dan pemeliharaan serta pelayanan informasi arsip kepegawaian.
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Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278,
Direktorat Arsip Kepegawaian I menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
b. pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;
c. pelaksanaan penyimpanan dan pemelih araan arsip kepegawaian;
d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ;dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 2BO

Direktorat Arsip Kepegawaian I terdiri atas:

a. Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;
b. Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A;
c. Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28I
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pengendalian, penerimaan arsip kepegawaian, verifikasi,
pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penerimaan serta
pendistribusian arsip kepegawaian;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian verifikasi serta pengelolaan
arsip kepegawaian elektronik; dan

c. penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 283

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas:
a. Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan
b. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik.

Pasal 284

(1) Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian, verifikasi arsip
kepegawaian dan mendistribusikan arsip kepegawaian.

(21 Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas
menyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsip
kepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemutakhiran arsip
kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian
elektronik.
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Pasal 285

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A mempunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman
arsip kepegawaian , mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan
sarana pendukuflg, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip
kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta
melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.A menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsip

kepegawaian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsip
kepegawaian sarana pendukung;

d. penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e. mempasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
f, penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 287

Subdirektorat Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.A terdiri atas:
a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian l.All; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.Al2;

Pasal 288

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.Al 1 dan Seksi Perekaman dan Arsip
Kepegawaian I.Al2; rrrernpunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman
arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu
induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian,
menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan
melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 289

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B, mempunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman
arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pe melih araan arsip kepegawaian dan
sarana pendukufls, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip
kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta
melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 29O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan
kepegawaian;

arsip

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsip
kepegawian sarana pendukung;

d. penyiapan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e. memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;

f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 291

Subdirektorat Arsip Kepegawaian I.B terdiri atas:

a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.Bl1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian l.Bl2.

Pasal 292

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian I.B I 1 dan Seksi Perekaman dan Arsip
Kepegawaian I.B12, mempunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman
arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu
induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian,
menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan
melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 293

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Arsip Kepegawaian I.

Pasal 294

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Arsip Kepegawaian I mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 295

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Arsip Kepegawaian I.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam

Direktorat Arsip Kepegawaian II

Pasal 296

Direktorat Arsip Kepegawaian II mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
sistem pengelolaan arsip kepegawaian,melaksanakan perekaman, penyimpanan
dan pemeliharaan serta pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat
Arsip Kepegawaian II menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian;
b. pelaksanaan perekaman arsip kepegawaian;
c. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;
d. pemberian pelayanan fasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
e. pemberian pelayanan informasi arsip kepegawaian ; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 298

Direktorat Arsip Kepegawaian II terdiri atas:
a. Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik;
b. Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A;
c. Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 299

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pengendalian, penerimaan arsip kepegawaian, verifikasi,
pendistribusian arsip kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
serta pelayanan informasi arsip kepegawaian elektronik.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penerimaan

serta pendistribusian arsip kepegawaian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian verifikasi serta pengelolaan

arsip kepegawaian elektronik; dan
c. penyiapan bahan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 30 1

Subdirektorat Arsip Kepegawaian Elektronik terdiri atas:
a. Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian; dan
b. Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik.
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Pasal 3O2

Seksi Verifikasi dan Pendistribusian Arsip Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penerimaan, pengelompokkan, pengendalian, verifikasi arsip
kepegawaian dan mendistribusikan arsip kepegawaian.

Seksi Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik mempunyai tugas
menyiapkan formulir kendali scanning, melaksanakan scanning arsip
kepegawaian, melaksanakan validasi image arsip, dan pemuktakhiran arsip
kepegawaian elektronik serta pelayanan informasi arsip kepegawaian
elektronik.

Pasal 303

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A mempunyai tugas melaksanakan
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman
arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan
sarana pendukuflg, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan arsip
kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian serta
melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawaian;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsip
kepegawaian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan
kepegawaian sarana pendukung;

pengendalian pemeliharaan arsip

d. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;

e. memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian ; dan
f. penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 305

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.A terdiri atas:

a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.AI 1; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.AI2.

Pasal 306

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian lI.Al1 dan Seksi Perekaman dan Arsip
Kepegawaian II.AI2, rnernpunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman
arsip kepegawaian , melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu
induk dan daftar isi, melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian,
menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan
melakukan pelayanan informasi arsip kepegawian.
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d.

e.

f.

Pasal 3O7

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B mempunyai tugas melaksanakan
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penerimaan, perekaman
arsip kepegawaian, mengkoordinasikan pemeliharaan arsip kepegawaian dan
permasalahan arsip kepegawaian, memfasilitasi informasi pengelolaan arsip
kepegawaian serta melaksanakan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O7,
Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan perekaman arsip kepegawian;
b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pencatatan arsip

kepegawaian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian pemeliharaan arsip
kepegawaian sarana pendukung;
penyiapan bahan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian;
memfasilitasi informasi pengelolaan arsip kepegawaian;
penyiapan pelayanan informasi pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 309

Subdirektorat Arsip Kepegawaian II.B terdiri atas:

a. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B lI; dan
b. Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian ILB l 2.

Pasal 3 10

Seksi Perekaman dan Arsip Kepegawaian II.B/1 dan Seksi Perekaman dan Arsip
Kepegawaian II.B l2 rnernpunyai tugas melakukan penerimaan dan perekaman
arsip kepegawaian, melakukan pencatatan arsip kepegawaian kedalam kartu
induk dan daftar isi,melakukan penyelesaian permasalahan arsip kepegawaian,
menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah, dan
melakukan pelayanan informasi arsip kepegawaian.

Pasal 3 I 1

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II.

Pasal 312

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengelolaan Arsip Kepegawaian II.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3 14

(1) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan pengendalian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 3 15

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan
pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi,
kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional.

Pasal 3 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Deputi
Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian
di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi
dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang
mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan
kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional;

c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian di
bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan
kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3L7

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas:
a. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan

Pasca Pendidikan dan Pelatihan;
b. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
c. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjang&n,

Kesejahteraan, dan Kinerja; dan
d. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,

Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,

Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 3 18

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi,
pengadaan, pasca pendidikan dan pelatihan, melakukan monitoring dan evaluasi
program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta
membuat laporan dan evaluasi.

Pasal 3 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan2 dan Pasca
Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dibidang formasi;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dibidang pengadaan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dibidang pasca pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;
e. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
f. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 32O

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca
Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan,

dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan,

dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II;
c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 32I
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan
Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan dan
Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan
koordinasi dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau
tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang formasi,
pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32I,
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan
Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I dan Subdirektorat Pengawasan Dan
Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan
Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan;

b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang
formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan
kepegawaian di bidang formasi, pengadaan dan pasca pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan; dan

e . penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan
bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang formasi,
pengadaan dan pasca pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 323

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan
Pasca Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 324

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 325

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,
Pengadaarr, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 326

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan dan
Pengangkatan, Pemberhentian Dalam Jabatan mempunyai tugas melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kepangkatan, penangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan,
melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan
membuat rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Direktorat
Pengawasan dan Pengendalian Kepangkatan dan Pengangkatan, Pemberhentian
Dalam Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepangkatan dan pengangkatan;

b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang pemberhentian dalam jabatan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;
d. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 328

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Dalam Jabatan terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I;

b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 329

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I dan Subdirektorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, bimbingan dan koordinasi serta memantau tindak lanjut
penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang kepangkatan, pengangkatan,

dan pemberhentian dalam jabatan.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329,
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah I dan Subdirektorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Dalam Jabatan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepangkatan, pengangkatan dan

pemberhentian dalam jabatan;

b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kepangkatan, pengangkatan dan
pemberhentian dalam j abatan;

c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang
kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;

d. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan
kepegawaian bidang kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan; dan

e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan
bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepangkatan dan pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan.

Pasal 33 1

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan.

Pasal 332

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 333

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
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(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang
Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(41 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjang&n,
Kesejahteraan, dan Kinerja

Pasal 334

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangofl,
Kesejahteraan, dan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji,
tunjangan, dan kesejahteraan, serta kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi
program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat rekomendasi serta
membuat laporan dan evaluasi.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Direktorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan
Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang gaji;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang tunjangan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kesejahteraan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kinerja;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;
f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 336

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjang&D, Kesejahteraan
dan Kinerja terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjangan;
b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan

Kinerja;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 337

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjangan
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam
penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut
penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang gaji dan tunjangan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337,
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji dan Tunjangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;
b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang gaji dan tunjangan;
c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang

gaji dan tunjangan;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan

kepegawaian bidang gaji dan tunjangan; dan
e. penyiapan penyusLlnan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan

bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang gaji dan
tunjangan.

Pasal 339

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan Kinerja
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam
penyelesaian permasalahan kepegawaian serta memantau tindak lanjut
penyelesaian permasalahan kepegawaian di kesejahteraan dan kinerja.

Pasal 34O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339,
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan dan Kinerja
menyelenggarakan fun gsi :

a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kinerja;

b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kesejahteraan dan kineda;

c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang
kesejahteraan dan kinerja;

d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan
kepegawaian bidang kesejahteraan dan kinerja; dan

e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan
bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kesej ahteraan dan kinerj a.
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Pasal 34 I

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjang&n,
Kesejahteraan dan Kinerja.

Pasal 342

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Gaji, T\rnjang&n, Kesejahteraan dan Kinerja mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 343

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji,
Tunjang&o, Kesej ahteraan dan Kinerja.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,

Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3+4

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang kode etik, dan disiplin, serta pemberhentian dan pensiun, melakukan
monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan, dan membuat
rekomendasi serta membuat laporan dan evaluasi.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Direktorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjang&D, Kesejahteraan, dan
Kinerja menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kode etik;
b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang disiplin;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang pemberhentian dan pensiun;



-80-

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kinerja;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pengawasan tahunan;
f. pelaksanaan pembuatan rekomendasi, evaluasi dan laporan; dan
g. pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Pasal 346

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
a. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,

Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I;

b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 347

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I dan Subdirektorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, bimbingan dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan
kepegawaian serta memantau tindak lanjut penyelesaian permasalahan
kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347,
Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah I dan Subdirektorat
Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengawasan dan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan

perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan
pensiun Pegawai Negeri Sipil;

b. penyiapan bahan pengendalian penyimpangan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan
pensiun Pegawai Negeri Sipil;

c. pemantauan tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepegawaian di bidang
kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan
kepegawaian bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai
Negeri Sipil; dan

e. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan, pengendalian dan
bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik,
disiplin, pemberhentian dan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 349

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 350

Kelompok jabatan fungsional pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 1

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode
Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(41 Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PUSAT PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 352

(1) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi adalah unsur pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 353

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, dan pertimbangan formasi
pegawai, serta standardisasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Pusat
Perencanaan Kepegawaian dan Formasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis dan pengolahan data kebutuhan pegawai Aparatur Sipil

Negara;
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b. pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan formasi pegawai Aparatur
Sipil Negara;

c. pelaksanaan analisis jabatan serta penyiapan bahan perumusan
standardisasi dan kompetensi jabatan;

d. memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, penyusunan formasi,
analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan;

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan analisis kebutuhan pegawai,
penyusLlnan formasi, analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan
kompetensi jabatan; dan

f. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 355

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

b. Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara;

c. Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan;
d. Subbagian Tata Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 356

Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas
melaksanakan analisis dan mengolah data kebutuhan aparatur sipil negara,
memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisis kebutuhan
aparatur sipil negara.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bidang
Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
b. pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan aparatur sipil negara; dan

c. pemantauan, evaluasi dan memberikan fasilitas pelaksanaan analisis
kebutuhan aparatur sipil negara.

Pasal 358

Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
b. Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

dan

c. Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 359

(1) Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pegawai serta
memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

(21 Subbidang Analisis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan serta
memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan
Per:anjian Kerja;

(3) Subbidang Pengolahan Data Kebutuhan Aparatur Sipil Negara mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan aparatur
sipil negara.

Pasal 360

Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara mempunyai
tugas menyiapkan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil
Negara dan ikatan dinas serta memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 36 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang
Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan
fungsi:

penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil
Negara dan ikatan dinas instansi pusat;
penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi Aparatur Sipil
Negara instansi daerah; dan

c. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi
pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 362
Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
a. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil

Negara Instansi Pusat; dan
b. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil

Negara Instansi Daerah.

Pasal 363

(1) Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Instansi
Aparatur Sipil Negara Pusat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi, pemantauan, dan
evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi pegawai Aparatur
Sipil Negara dan ikatan dinas instansi pusat;

(21 Subbidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil
Negara Instansi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan pertimbangan teknis penetapan formasi, pemantauan, dan
evaluasi serta fasilitasi pelaksanaan perencanaan formasi pegawai Aparatur
Sipil Negara instansi daerah.

a.

b.
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Pasal 364

Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan mempunyai tugas melakukan
analisis jabatan, penyusunan standardisasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang
Penyusunan Standardisasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan;

b. penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan;

c. memfasilitasi pelaksanaan analisis, standardisasi dan kompetensi jabatan;
dan

d. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis, standardisasi dan
kompetensi jabatan.

Pasal 366

Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan terdiri atas:

a. Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan;
b. Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan; dan

c. Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan.

Pasal 367

(1) Subbidang Penyusunan Standardisasi Informasi Jabatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, dan
memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil analisis
jabatan.

(21 Subbidang Penyusunan Standardisasi Kompetensi Jabatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan standardisasi dan kompetensi
jabatan, dan memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan
standardisasi dan kompetensi jabatan.

(3) Subbidang Penyusunan Standardisasi Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan klasifikasi jabatan, dan
memfasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan klasifikasi
jabatan.

Pasal 368

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan
dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan
pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi.

Pasal 369

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 37O

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan je.tjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KBPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37 I

(1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian adalah melaksanakan
tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Pusat.

Pasal 372

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
jabatan fungsional kepegawaian.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pertimbangan pengangkatan

jabatan fungsional kepegawaian;
b. pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan pemberdayaan jabatan fungsional

kepegawaian;

c. pelaksanaan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan
fungsional kepegawaian yang menjadi kewenangan Instansi Pembina; dan

d. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian; dan
e. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 374

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
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b. Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian;

c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 375

Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit,
penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi,
serta penyiapan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan jabatan
fungsional kepegawaian.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang
Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian serta penetapan angka kredit

jabatan fungsional kepegawaian;

b. pelaksanaan penyiapan bahan rumusan pelaksanaan standardisasi,
akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional kepegawaian; dan

c. pelaksanaan bahan rumusan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan
fungsional kepegawaian.

Pasal 377

Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Kepegawaian;

b. Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan

c. Subbidang Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Pasal 378

(1) Subbidang Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan
pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi jabatan fungsional
kepegawaian.

(21 Subbidang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan penetapan
angka kredit jabatan fungsional kepegawaian.

(3) Subbidang Pertimbangan Pengangkatan Jabatan Fungsional Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan pertimbangan
pengangkatan dalam jabatan fungsional kepegawaian.

Pasal 379

Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan bimbingan serta
pengembangan jabatan fungsional kepegawaian.
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Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang
Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan
fungsi:

a. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan
jabatan Analis Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan
jabatan Auditor Kepegawaian; dan

c. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan pengembangan serta bimbingan
jabatan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 38 1

Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaian;

b. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaian; dan

c. Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber Daya Manusia
Aparatur.

Pasal 382

(1) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Analis Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan
pengembangan serta bimbingan jabatan Analis Kepegawaian.

(21 Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Auditor Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan
pengembangan serta bimbingan jabatan Auditor Kepegawaian.

(3) Subbidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Assessor Sumber Daya Manusia
Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan
pelaksanaan pengembangan serta bimbingan jabatan Assessor Sumber Daya
Manusia Aparatur.

Pasal 383

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemetaan, pengelolaan dan
pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian serta
monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional
kepegawaian.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bidang
Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan jabatan fungsional kepegawaian;

b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional
kepegawaian; dan
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c. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan
laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian.

Pasal 385

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri
atas:

a. Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian; dan

b. Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Pasal 386

(1) Subbidang Pengolahan Data Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan
fungsional kepegawaian.

(21 Subbidang Informasi dan Laporan Jabatan Fungsional Kepegawaian
mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemetaan jabatan fungsional
kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta
penyusunan laporan pelaksanaan jabatan fungsional kepegawaian.

Pasal 387

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan

dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan

pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Pasal 388

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Kepegawaian masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 389

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



-89-

BAB XI

PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM REKRUTMBN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 390

(1) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara adalah unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh
Kepala Pusat.

Pasal 39 1

Fusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan

teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Pusat

Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara melaksanakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan seleksi pegawai;

b. pembangunan dan pengembangan teknologi informasi sistem seleksi;

c. memfasilitasi dan lataw penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan

kompetensi kepegawaian ;

d. pemantauan dan evaluasi materi kompetensi, teknologi informasi, dan
penyelenggaran seleksi; dan

e. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 393

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen;

b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi;

c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 394

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen mempunyai tugas menyusun sistem

standardisasi, prosedur rekrutmen dan seleksi, menyusun kisi-kisi, serta

mengelola soal ujian.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Bidang

Pengelolaan Sistem Rekrutmen menyelenggarakan fungsi:
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a. pelaksanaan penyiapan kebuakan teknis standardisasi dan prosedur
rekrutmen dan seleksi pegawai;

b. pelaksanaan penyiapan kisi-kisi dan materi kompetensi dasar dan
kompetensi kepegawaian;

c. pelaksanaan penyiapan validasi materi kompetensi dasar dan kompetensi
kepegawaian;

d. pelaksanaan penyiapan evaluasi materi kompetensi dasar dan kompetensi
kepegawaian; dan

e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tes kompetensi dasar dan
kompetensi kepegawaian.

Pasal 396

Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen terdiri atas:
a. Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen; dan
b. Subbidang Materi Kompetensi.

Pasal 397

(1) Subbidang Standardisasi dan Prosedur Rekrutmen mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan teknis standar dan prosedur sistem rekrutmen
dan seleksi pegawai.

(2) Subbidang Materi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan kisi-kisi dan
materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, melakukan
validasi dan finalisasi materi soal kompetensi dasar dan kompetensi
kepegawaian, dan melaksanakan entri soal, evaluasi, dan analisis kelayakan
materi kompetensi.

Pasal 398

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan aplikasi sistem seleksi serta pengelolaan dan pemeliharaan database
soal ujian kompetensi.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bidang
Pengelolaan teknologi Informasi Seleksi melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis terhadap program aplikasi seleksi, database, perangkat

lunak (software), dan perangkat keras (hardware), serta sistem dan jaringan
yang digunakan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seleksi, database,
perangkat keras (hardware), serta sistem dan jaringan berdasarkan hasil
analisis;

c. pelaksanaan pengelolaan akses jaringan dan administrasi ldentity Personal
Address;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan teknologi informasi seleksi;

e. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian kompetensi;
f. memfasilitasi aplikasi dan jaringan komputer; dan
g. pemantauan dan evaluasi penggunaan teknologi informasi seleksi.
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Pasal 400

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi terdiri atas:

a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi; dan
b. Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database.

Pasal 40 1

(1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, analisis, dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pengembangan
sistem informasi dan program aplikasi sistem seleksi.

(21 Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Database mempunyai tugas
melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database soal ujian, perangkat
keras (hardware), sistem operasi komputer, dan jaringan komputer.

Pasal 4O2

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan dan administrasi seleksi, memfasilitasi danlatau penyelenggaraan
dan pengolahan seleksi, serta sertifikasi dan pelaporan seleksi.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4O2, Bidang
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan pelayanan teknis dan administrasi seleksi

kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
b. penyediaan informasi, memfasilitasi danlatau penyelenggaraan seleksi

kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
c. penyiapan memfasilitasi dan f atau penyelenggaraan dan pengolahan seleksi

kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian;
d. pelaksanaan penyiapan sertifikat kelulusan kompetensi dasar dan

kompetensi kepegawaian; dan
e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar dan

kompetensi kepegawaian.

Pasal 4O4

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi terdiri atas:
a. Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi;

b. Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi; dan
c. Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi.

Pasal 405

(1) Subbidang Pelayanan dan Administrasi Seleksi mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi seleksi dan menyediakan
informasi dan fasilitasi dan f atau penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar
dan kompetensi kepegawaian;

(2) Subbidang Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi mempunyai tugas
melaksanakan registrasi, pemberian kode data peserta, penyusunan skema,
dan pengawasan pelaksanaan seleksi;
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(3) Subbidang Sertifikasi dan Pelaporan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan, serta pengelolaan laporan
dan evaluasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian.

Pasal 406

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan'
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta

evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen.

Pasal 4OT

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen
Aparatur Sipil Negara masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 408

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya
paling tinggi pada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil
Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4O9

(1) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala
Fusat.

Pasal 4 10

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi
Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standar penilaian
kompetensi, akreditasi lembaga penilaian kompetensi, melakukan monitoring
dan evaluasi hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.
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Pasal 4II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Pusat

Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur
Sipil Negara;

b. pelaksanaan perumusan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

c. perencanaan program kegiatan penilaian kompetensi;
d. pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi;
e. pengembangan metode penilaian kompetensi;
f. pelaksanaan akreditasi lembaga penilai kompetensi;
g. pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;

h. pemantauan pemanfaatan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil
Negara; dan

i. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 412

Fusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;

b. Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi;

c. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4 13

Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mempunyai
tugas merencanakan dan menyelenggarakan program kegiatan penilaian
kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasil penilaian,
penyusunan laporan serta pengembangan perubahan perilaku berbasis
kompetensi.

Pasal 4I4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I3, Bidang
Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi menyelenggarakan
fungsi:

a. perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan penilaian kompetensi
dan potensi Aparatur Sipil Negara;

b. pengembangan perubahan perilaku berbasis kompetensi;

c. pengelolaan hasil penilaian; dan

d. penyusunan laporan.
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Pasal 4 15

Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi; dan

b. Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Pasal 416

Subbidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi mempunyai
tugas melakukan penyiapan perencanaan program kegiatan penilaian
kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara dan pengembangan perubahan
perilaku berbasis kompetensi.

Subbidang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas
menyelenggarakan program kegiatan penilaian kompetensi dan potensi
Aparatur Sipil Negara, pengelolaan hasil penilaian, dan penyusunan laporan
kegiatan penilaian kompetensi.

Pasal 417

Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan metode penilaian kompetensi dan potensi
Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan metode penilaian
kompetensi, kebijakan teknis penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil
Negara, melaksanakan akreditasi lembaga penilaian kompetensi dan potensi
Aparatur Sipil Negara, dan merumuskan kompetensi Aparatur Sipil Negara,
serta.

Pasal 4 1B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I7, Bidang
Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan metode penilaian kompetensi dan
potensi Aparatur Sipil Negara;

b. pengembangan metode penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil
Negara;

c. penyelenggaraan akreditasi lembaga penilai kompetensi; dan
d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penilaian kompetensi dan

potensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4I9

Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Metode Penilaian; dan

b. Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi.
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Pasal 42O

(1) Subbidang Pengembangan Metode Penilaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan analisis pengembangan metode penilaian kompetensi
dan potensi Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kompetensi mempunyai tugas
melakukan analisis dan menyelenggarakan akreditasi terhadap lembaga
penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 421

Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi mempunyai
tugas menyiapkan bahan kebijakan monitoring dan evaluasi, pemantauan
pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42I, Bidang
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi menyelenggarakan
fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan
b. pemantauan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi.

Pasal 423

Bidang Monitoring, Bvaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi terdiri atas:

a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
b. Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian.

Pasal 424

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil
Negara.

(2) Subbidang Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian mempunyai tugas
mengumpulkan, menyusun dan mengelola hasil penilaian kompetensi dan
potensi Aparatur Sipil Negara, serta memantau dan menganalisis
pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 425

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta
evaluasi dan pelaporan pada Fusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 426

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil
Negara mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 427

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan
Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
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(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 428

(1) Fusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 429

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas merencanakan,
menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen
Aparatur Sipil Negara, pe trdidikan dan pelatihan fungsional kepegawaian,
penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian, serta menetapkan kerja sama,
fasilitasi, dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen
Aparatur Sipil Negara.

Pasal 43O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Pusat
Pengembangan Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,

pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara,

pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian pada instansi
pusat dan instansi daerah;

b. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan
pelatihan teknis maupun fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara;

c. Penyusunan rencana dan program pengembangan kurikulum, silabus,
modul, bahan ajar, dan metode pendidikan dan pelatihan teknis manajemen
Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang
kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;

d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan
pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan
fungsional bidang kepegawatanffungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara

pada instansi pusat dan instansi daerah;
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e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan BKN, serta pendidikan dan pelatihan teknis maupun
fungsional lain bagi Aparatur Sipil Negara pada instansi pusat dan instansi
daerah;

f. Pemberian fasilitasi dan kedasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil
Negara, serta pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang
diselenggarakan oleh instansi pusat dan instansi daerah;

g. Pemberian akreditasi dan f ata:u sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan
pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi
pusat dan instansi daerah;

h. Pemberian akreditasi danlatau sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pendidikan dan
pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang diselenggarakan oleh instansi
pusat dan instansi daerah;

i. Pelaksanaan koordinasi, monitoring danlatau evaluasi pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil
Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain di lingkungan BKN;

j.Pelaksanaan koordinasi, monitoring danlatau evaluasi pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, serta
pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian yang

diselenggarakan instansi pusat dan instansi daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan ilmu

kepegawaian;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara ; dan
m. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Pasal 43I

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Bagian Umum;
b. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;

c. Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 432

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan tata usaha,
administrasi keuangan dan kerumahtanggaan pada Fusat Pengembangan
Aparatur Sipil Negara .

Pasal 433

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:
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a. pengelolaan tata usaha;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan

d. pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 434
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 435

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta
evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara .

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi
keuangan Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara .

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan, rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan pada Pusat
Pengembangan Aparatur Sipil Negara .

Pasal 436

Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai
tugas menyusun konsep perencanaan dan penyelenggaraan, program kedasama
dan fasilitasi, evaluasi dan sertifikasi, serta menyusun konsep kurikulum,
silabi, modul, bahan ajar, metode dan sistem, serta melakukan koordinasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Bidang
Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan program penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil
Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta
pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lain yang diperlukan oleh
Aparatur Sipil Negara;

b. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,
pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara,
pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan
dan pelatihan teknis dan fungsional lain dengan instansi pusat dan instansi
daerah;

c. Penyiapan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraarL pendidikan dan
pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan
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dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan
pelatihan fungsional bidang kepegawaian, maupun pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional lain dengan instansi pusat dan instansi daerah;
Penyiapan program akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara serta pendidikan dan
pelatihan fungsional bidang kepegawaian bagi instansi pusat dan instansi
daerah;
Penyusunan kurikulum, silabus, garis-garis besar program pengajaran,
modul, bahan ajar, metode dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan
dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan
pelatihan fungsional bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional lain; dan
Penyiapan peserta dan koordinasi tenaga pengajar dan tenaga kediklatan lain
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh
Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara serta fasilitasi dengan instansi
pusat dan instansi daerah.

e.

f.

Pasal 438

Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara, terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara;
b. Subbidang Kerjasama dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil

Negara; dan
c. Subbidang Evaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil

Negara.

Pasal 439

(1) Subbidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan, mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan
dan pelatihan fungsional bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan
teknis manajemen ASN, serta pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis
lain yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara.

(2) Subbidang Kerjasama dan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil
Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mempersiapkan
rencana fasilitasi serta kerjasama program penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara instansi pusat dan
instansi daerah.

(3) Subbidang Bvaluasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil
Negara mempunyai tugas mempersiapkan program evaluasi, penyusunan
laporan dan sertifikasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan,
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan
fungsional bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan teknis
manajemen ASN.
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Pasal 44O

Bidang Pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian mempunyai tugas

menyiapkan rencana dan program, bahan kurikulum, garis-garis besar program

pengajaran, sistem dan metode, bahan ajar, peserta, dosen f tenaga pengajar,

pembinan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian,

serta alumni Pendidikan Ilmu Kepegawaian.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44O, Bidang

Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rencana program dan fasilitasi pelaksanaan program Pendidikan

Ilmu Kepegawaian;
b. penyiapan peserta, dosen, dan tenaga pengajar;

c. penyusunan sistem, metode, kurikulum, dan bahan ajar program Pendidikan

Ilmu Kepegawaian;
d. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program Pendidikan Ilmu

Kepegawaian;
e. pengkoordinasian penyusunan garis-garis besar program pengajaran;

f. pembinaan kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani;
g. pembinaan olahraga dan kesenian; dan
h. pembinaan alumni.

Pasal 442

Bidang Pengelolaan Program Pendidikan Ilmu Kepegawaian terdiri atas :

a. Subbidang Akademik; dan
b. Subbidang Kemahasiswaan.

Pasal 443

(1) Subbidang Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

kurikulum, garis-garis besar program pengajaran, bahan ajar, pembinaan

kesamaptaan, kode etik, mental dan rohani, olahraga dan kesenian.

(2) Subbidang Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan peserta,

dosen ltenaga pengajar, alumni dan urusan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 444

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan

Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
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(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan je.rjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENELITIAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 446

(l) pusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian adalah unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) pusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Fusat.

Pasal 447

Fusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Pusat

Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengkajian dan penelitian di bidang

kepegawaian meliputi pengembangan sumber daya manusia, penggajian,

kesejahteraan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

kepegawaian, prosedur dan tata keda administrasi kepegawaian di

lingkungan instansi pemerintah, serta penelitian perbandingan teknis dan

strategi pembinaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;

b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang kepegawaian sebagai

bahan dalam menetapkan kebijakan pembinaan kepegawaian;

c. pelaksanaan pengkajian dan penelitian terhadap implementasi kebijakan

pembinaan kepegawaian ;

d. evaluasi petaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang kepegawaian;

e. penyiapan saran kebijakan pembinaan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Pasal 449

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 450

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan,

pengagend.aan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual

maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta

evaluasi dan pelaporan pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian.

Pasal 45 1

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 452

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan

Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 453

(1) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian adalah unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKN melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Pusat.

Pasal 454

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan analisis/telaahan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan bimbingan

serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi implementasi

kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum.
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Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Pusat
Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis/telaahan kebijakan kepegawaian;

b. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan bimbingan penyelesaian
permasalahan kepegawaian ;

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepegawaian;

d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan hukum kepegawaian;

e. pemberian pertimbangan dan nasehat hukum;
f. pelaksanaan dan pemberian fasilitasi serta koordinasi bantuan hukum;
g. pendampingan beracara di pengadilan dan pemberian bantuan hukum;
h. pelaksanaan pendokumentasian perkara hukum; dan
i. pelaksanaan pelayanan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 456

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas:
a. Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian;

b. Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 457

Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
analisis/ telaahan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan bimbingan serta
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan
kepegawaian.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Bidang
Konsultasi Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Pemberian konsultasi, fasilitasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan

kebijakan;
b. penyiapan dan mengelola bahan analisis/telaahan kepegawaian;
c. penyiapan bahan dan inventarisasi permasalahan kepegawaian; dan
d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian.

Pasal 459

Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian terdiri atas:
a. Subbidang Konsultasi; dan
b. Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan.
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Pasal 460

(1) Subbidang Konsultasi mempunyai tugas menyiapakan dan mengelola bahan

analisis/ telaahan, pemberian konsultasi, fasilitasi, dan bimbingan
penyelesaian permasalahan kepegawaian.

(Zl Subbidang Pemantauan dan Inventarisasi Permasalahan Kebijakan

mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengelolaan bahan, pelaksanaan'
penyusunan laporan, dan evaluasi pemantauan implementasi kebijakan serta

melakukan inventarisasi permasalahan kepegawaian.

Pasal 461

Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas pemberian

pertimbangan dan nasehat hukum kepegawaian, pelaksanaan fasilitasi dan

koordinasi bantuan hukum kepegawaian, pendampingan beracara di pengadilan

dan memberikan bantuan hukum kepegawaian serta melakukan dokumentasi
perkara hukum kepegawaian.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Bidang

Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyiapan dan pengolahan bahan bantuan hukum kepegawaian;

b. pemberian nasehat hukum kepegawaian;

c. pelaksanaan pemberian fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum
kepegawaian;

d. pelaksanaan pendampingan beracara di pengadilan dan bantuan hukum
kepegawaian.

e. Pemberian pertimbangan hukum kepegawaian; dan

f. Pelaksanaan pemeliharaan dokumen perkara hukum.

Pasal 463

Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum; dan

b. Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum.

Pasal 464

(1) Subbidang Pendampingan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan
penelusuran, penyiapan dan pengolahan bahan permasalahan perkara
hukum, fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.

(2) Subbidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara Hukum mempunyai
tugas fasilitasi, koordinasi, dan beracara di pengadilan.

Pasal 465

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan

dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual maupun elektronik,
melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja, serta evaluasi dan pelaporan

pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.
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Pasal 466

Kelompok jabatan fungsional pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 467

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 468

Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrastif dikoordinasikan

oleh Sekretariat Utama.

Pasal 469

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN.

Pasal 47O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469,

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

C.

d.

e.

penyiapan perumusan kebrjakan pengawasan intern;

pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 47 I

Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 472

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penerimaan'

pengagendaan, dan pendistribusian serta penomoran surat secara manual

maupun elektronik, melakukan tata usaha, dan pengelolaan kinerja' serta

evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat.

Pasal 473

Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan'

Pasa| 474

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan

Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya'

(2)Masing-masingKelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpada
ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya

paling tinggi pada InsPektorat.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Direktur,

KepalaPusat,Inspektorat,KepalaSubdirektorat/Bagian/Bidang,danKepala
Setsi/Subbagian/Subbidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi dalam lingkungan BKN serta dengan instansi di luar BKN sesuai

dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 476

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKN wajib bertanggung jawab:

a'mengawasibawahanmasing-masingdanmengambillangkah-langkah
yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta

memberikanbimbingandanpetunjukpelaksanaantugasbawahan;dan
c. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada

atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat pada

waktunya.
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Pasal 477

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 478

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh

kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka memberikan

bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 480

(1) Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama (sebelumnya dikenal sebagai

jabatan struktural eselon Ia)

(2) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi

madya (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon Ia)

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan

tinggi pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon II)

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan

administrator (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon III)

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan

pengawas (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon IV)

Pasal 48 1

Kepala BKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 482

(1) Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh

presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur Negara berdasarkan usulan Kepala BKN.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala BKN.

(3) Pejabat administrator ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BKN.
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BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 483

Di lingkungan BKN dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang

ditetapkan d.engan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 484

Di lingkungan BKN dapat dibentuk Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.

Pasal 485

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrator, dan jabatan pengawas berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu)

tahun setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 486

Perubahan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini ditetapkan oleh Kepala BKN setelah terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 487

Bagan Struktur BKN dan satuan organisasi di bawahnya adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 488

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku,

seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di

lingkungan BKN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kati diubah terakhir dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013, dinyatakan
tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

diangkat dalam jabatan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini.
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BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 489

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku,
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49O

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal L7 Juli 2OI4

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2OI4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI4 NOMOR 998

dengan aslinya
WAIAN NEGARA
rundang-undangan,

HARYOMO DWI PUTRANTO
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DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA
SUBBAGIAN

KERJA SAMA
DALAM NEGERI

SU B BAG IAN AKU NTAB I LITAS

DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

KERJA SAMA
LUAR NEGERI

SU BBAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

MONITORING DAN EVATUASI

KERJA SAMA

SUBBAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN MONITORING
DAN EVALUASI



BIRO

KEUANGAN

BAGIAN
PERBENDAHARAAN

BAGIAN

VERIFIKASI

BAGIAN
AKUNTANSI DAN PETAPORAN

SUBBAGIAN

VERIFIKASI BE1ANJA PEGAWAI

SUBBAGIAN PENGELOIAAN

BETANJA PEGAWAI
SUBBAGIAN

PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

SUBBAGIAN

VERIFIKASI BETANJA TAINNYA
SUBBAGIAN

AKUNTANSI

SUBBAGIAN

TATA USAHA
SUBBAGIAN

PETAPORAN

SU BBAG IAN PENG ELOI.AAN

BETANJA TAINNYA



BIRO

KEPEGAWAIAN

BAGIAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI

BAGIAN

KINERJA DAN KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

BAGIAN

ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA

BAGIAN

MUTASI KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KINERJA DAN KONSELING

PEGAWAI

SUBBAGIAN

PERENCANAAN DAN

PENEMPATAN PEGAWAI

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI

SUBBAGIAN

ORGANISASI

SUBBAGIAN

KEPANGKATAN

SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

KESEIAHTERAAN
SUBBAGIAN

TATA IAKSANA

SUBBAGIAN

HUKUM DAN DISIPLIN

SUBBAGIAN

PENGELOTAAN DATA
SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBBAGIAN

PENSIUN



BIRO

UMUM

BAGIAN
LAYANAN PENGADAAN

BAGIAN

PENGELOIAAN BARANG

INVENTARIS

BAGIAN

RUMAH TANGGA
BAGIAN

PERSURATAN

SUBBAGIAN

PENYIMPANAN DAN

DISTRIBUSI

SU BBAGIAN ADM IN ISTRASI

DAN PEI.APORAN
SUBBAGIAN

ARSIP DAN EKSPEDISI

SUBBAGIAN

URUSAN DALAM

SUBBAGIAN

INVENTARIS DAN

PENGHAPUSAN

SUBBAGIAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA
SUBBAGIAN

ANGKUTAN
SUBBAGIAN

PENGGANDAAN

SUBBAGIAN

PEMELIHARAAN
SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

KEAMANAN DAN

KETERTIBAN



BIRO

HUBUNGAN
MASYARAKAT

BAGIAN

HUBUNGAN MEDIA DAN

PENGADUAN MASYARAKAT

BAGIAN

KEPROTOKOLAN

BAGIAN

PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN

HUBUNGAN MEDIA DAN ANTAR
LEMBAGA

SUBBAGIAN

PROTOKOL DAN PERJATANAN

DINAS

SUBBAGIAN

PENGOTAHAN INFORMASI DAN

PUBLIKASI

SUBBAGIAN

FASILITASI PENGADUAN

MASYARAKAT

SUBBAGIAN

TATA USAHA
SUBBAGIAN DOKUMENTASI

KEPEGAWAIAN

-7-



DEPUTI BIDANG PEMBINAAN

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT

JABATAN APARATUR

SIPIL NEGARA

DIREKTORAT

KOMPENSASI

APARATUR SIPIL

NEGARA

DIREKTORAT

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

DIREKTORAT

KINERJA APARATUR

SIPIL NEGARA

-8-
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DIREKTORAT

KOMPENSASI
APARATUR SIPIL NEGARA

SUBDIREKTORAT

GAJI DAN FASILITAS

SUBDIREKTORAT
JAMINAN PENSIUN, PERIINDUNGAN,

DAN PENGHARGAAN

SUBDIREKTORAT

TUNJANGAN

SEKSI

GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKSI

TUNJANGAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

SEKSI

JAMINAN PENSIUN

DAN HARI TUA

SEKSI

GAJI PEJABAT NEGARA DAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA

SEKSI

JAMINAN PERLINDUNGAN

SEKSI

TUNJANGAN PEIABAT NEGARA

DAN PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA

SEKSI

PENGHARGAAN

SEKSI

EVALUASI DAN KLASIFIKASI

JABATAN
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DEPUTI BIDANG
MUTASI KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT

PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

DIREKTORAT

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PEJABAT NEGARA

DIREKTORAT

STATUS DAN KEDUDUKAN
KEPEGAWAIAN

-13-



DIREKTORAT

PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

SUBDIREKTORAT

KENAIKAN PANGKAT DAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI

UTAMA, PIMPINAN TINGGI

MADYA, DAN JABATAN

FUNGSIONAL UTAMA

SU BDI REKTORAT ADM I N ISTRASI

PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

APARATUR SIPIL NEGARA

SUBDIREKTORAT

PENGADAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

SUBDIREKTORAT

KENAIKAN PANGKAT DAN

JABATAN SELAIN PIMPINAN TINGGI

UTAMA, PIMPINAN TINGGI
MADYA, DAN JABATAN
FUNGSIONAT UTAMA

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

SETAIN PIMPINAN TINGGI UTAMA,
PIMPINAN TINGGI MADYA" DAN

JABATAN FUNGSIONAL UTAMA

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

PIMPINAN TINGGI UTAMA,
PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN

JABATAN FUNGSIONAL UTAMA

SEKSI

ADMI N ISTRASI PENGADAAN

SEKSI

PENGADAAN KEMENTERIAN

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

PIMP!NAN TINGGI UTAMA,
PIMPINAN TINGGI MADY& DAN

JABATAN FU NGSIONAL UTAMA

SEKSI

ADMINISTRASI
KEPANGKATAN

SEKSI

PENGADAAN

NONKEMENTERIAN

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

SEI.AIN PIMPINAN TINGGI UTAMA,
PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN

JABATAN FUNGSIONAL UTAMA

SEKSI

MUTASI LAIN-LAIN

SEKSI

PEREKAMAN DATA
PENGADAAN DAN

KEPANGKATAN



DIREKTORAT

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN

PEJABAT NEGARA

SUBDIREKTORAT

PENETAPAN PERTIM BANGAN
TEKNIS PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUBDIREKTORAT

PENSIUN PUABAT NEGARA DAN

JANDA/DUDANYA

SUBDI REKTORAT ADM I N ISTRASI

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN PEJABAT NEGARA

SUBDIREKTORAT

PENETAPAN PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKSI

PERTIMBANGAN TEKNIS

PENSIUN PEGAWAI NEGERI

SIPIL KEMENTERIAN

SEKSI

PENYIAPAN PENSIUN PEJABAT

NEGARA

SEKSI

ADMINISTRASI PENSIUN

PEGAWAI NEGERISIPIL

SEKSI

PENSIUN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEMENTERIAN

SEKSI

PENYIAPAN PENSIUN

JAN DA/DUDA PEJABAT N EGARA

SEKSI

PENSIUN

PEGAWAI NEGERISIPIT

NONKEMENTERIAN

SEKSI

PERTIMBANGAN TEKNIS

PENSIUN PEGAWAI NEGERI

SIPIT NONKEMENTERIAN

SEKSI

ADMINISTRASI PENSIUN

PEJABAT NEGARA

SEKSI

PEREKAMAN DAN

PEMEI.IHARAAN DATA PENSIUN

-15-



DIREKTORAT

STATUS DAN KEDUDUKAN

KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

PERTIM BANGAN KEDU DUKAN

KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

PERTIMBANGAN STATUS

KEPEGAWAIAN

SEKSI

ANALISIS KEDU DU KAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

ANALISIS STATUS KEPEGAWAIAN

SEKSI

PENYUSU NAN PERTIM BANGAN

KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN

SEKSI

PENYUSUNAN PERTIM BANGAN

STATUS KEPEGAWAIAN

-16-



DEPUTI BIDANG

SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT

PENGOLAHAN DATA DAN

INFORMASI KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN I

DIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN II

-L7-



DIREKTORAT

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

PENGOLAHAN DATA

SEKSI

PENYAJIAN INFORMASI DAN

PENYUSUNAN TABEL REFERENSI

KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI

slPlt

SEKSI

PENG ELOLAAN DATABASE KEPEGAWAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKSI

PENYELESAIAN PERMASAIAHAN DATA
KEPEGAWAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKSI

PENYAJIAN INFORMASI DAN

PENYUSUNAN TABEL REFERENSI

KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI

NEGERI SIPIL

SEKSI

PENG ELOTAAN DATABASE DAN

PENYETESAIAN PERMASALAHAN DATA
KEPEGAWAIAN

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN

PEMANFAATAN KARTU PEGAWAI

ELEKTRONIK



DIREKTORAI

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN

SUBDIREKTORAT

PENGEM BANGAN TEKNOTOGI

INFORMASI

SUBDIREKTORAT

PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

SUBDIREKTORAT

PELAYANAN

TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI

TAYANAN TEKNIS INFORMASI

SEKSI

PENGELOLAAN PERANGKAT

KOMPUTER INDUK

SEKSI

PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI

SEKSI

MONITORING DAN EVALUASI

SEKSI

PENGELOLAAN

SISTEM DAN JARINGAN

SEKSI

INTEGRASI SISTEM INFORMASI

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN

STAN DARDISASI TEKNOLOG I

KEPEGAWAIAN

-19-
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DIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN II

SUBDIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN

ELEKTRONIK

SUBDIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN II.A
SUBDIREKTORAT

ARSIP KEPEGAWAIAN II.B

SEKSI

PEREKAMAN DAN ARSIP

KEPEGAWATAN n.Blt

SEKSI

VERIFIKASI DAN

PENDISTRIBUSIAN ARSIP

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEREKAMAN DAN ARSIP

KEPEGAWATAN il.A/1

SEKSI

PEREKAMAN DAN ARSIP

KEPEGAWATAN il.B.12

SEKSI

PENGELOTAAN ARSIP

KEPEGAWAIAN ELEKTRON IK

SEKSI

PEREKAMAN DAN ARSIP

KEPEGAWATAN r.Al2

-2L-



DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG KODE

ETtK, DtStPLlN,

PEMBERHENTIAN, DAN

PENSIUN PEGAWAI NEGERI

SIPIL

DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG

KEPANGKATAN,

PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN DATAM

JABATAN

DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG GAJI,

TU NJAN GAN, KESEJAHTERAAN,

DAN KINERJA

DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG

FORMASI, PENGADAAN, DAN

PASCA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

-22-
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DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG KEPANGKATAN,

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

SUBDIREKTORAT

PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BIDANG

KE PAN G KATAN, PE N GAN G KATAN

DAN PEMBERHENTIAN DALAM

JABATAN WILAYAH I

SUBDIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG

KE PAN G KATAN, PE N GAN G KATAN

DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN WILAYAH II

-24-



DIREKTORAT

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
KESEJAHTERAAN, DAN KINERJA

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBDIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG

KESEJAHTERAAN DAN

KINERJA

SUBDIREKTORAT

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN BIDANG GAJI

DAN TUNJANGAN

-25-
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PUSAT

PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN

FORMASI

BIDANG
PERENCANAAN KEBUTUHAN

APARATUR SIPIL NEGARA

BIDANG
PERENCANAAN PERTIMBANGAN

FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

BIDANG
PENYUSU NAN STAN DARDISASI

JABATAN

SUBBIDANG

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL

SUBBIDANG
PENYUSU NAN STAN DARDISASI

INFORMASI JABATAN

SUBBIDANG

ANATISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN

PERJANJIAN KERJA

SUBBIDANG

PENYUSUNAN STAN DARDISASI

KOMPETENSI JABATAN

SUBBIDANG

PENYUSUNAN PERENCANAAN

PERTIMBANGAN FORMASI APARATUR

SIPIL NEGARA INSTANSI DAERAH

SUBBIDANG

PENGOTAHAN DATA KEBUTUHAN

APARATUR SIPIL NEGARA

SUBBIDANG

PENYUSUNAN STAN DARDISASI

KLASIFIKASI JABATAN

SUBBIDANG

PENYUSUNAN PERENCANAAN

PERTIM BANGAN FORMASI APARATUR

SIPIL NEGARA INSTANSI PUSAT

-27-



PUSAT

PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGELOLAAN JABATAN

FU NGSIONAL KEPEGAWAIAN

BIDANG
PE N I NG KATAN KOM PETE NS I JABATAN

FU NGSIONAL KEPEGAWAIAN

BIDANG
PENGOLAHAN DATA DAN

INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG
STAN DARDISASI, AKRE DITASI DAN

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL

KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

PEN INGKATAN KOM PETENSI JABATAN
ANALIS KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

PENGOLAHAN DATA JABATAN
FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

PENI LAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

PE N I NGKATAN KOM PETE NSI JABATAN
AUDITOR KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

INFORMASI DAN LAPORAN JABATAN
FU NGSIONAL KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

P E N I NGKATAN KOM PETE NSI JABATAN
ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR

SUBBIDANG

PERTI M BANGAN PENGANGKATAN

JABATAN FUNGSIONAL

KEPEGAWAIAN



PUSAT

PENGEMBANGAN
SISTEM REKRUTM EN APARATU R

SIPIL NEGARA

BIDANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI SELEKSI

BIDANG
FASI LITASI PENYELE NGGARAAN

SELEKSI

BIDANG

PENGELOLAAN

SISTEM REKRUTMEN

SUBBIDANG

STANDARDISASI DAN PROSEDUR

REKRUTMEN

SUBBIDANG

PENG ELOTAAN APLIKASI SISTEM

SELEKSI

SUBBIDANG

PEIAYANAN DAN ADM IN ISTRASI

SETEKSI

SUBBIDANG

MATERI KOMPETENSI

SUBBIDANG

PENGELOTAAN DAN

PEMELIHARAAN DATABASE

SUBBIDANG

PENYELENGGARAAN DAN

PENGOT.AHAN SELEKSI

SUBBIDANG

SERTIFIKASI DAN PEI.APORAN

SELEKSI
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PUSAT

PENILAIAN KOMPETENSI

APARATUR SIPIL NEGARA

BIDANG
PERENCANAAN DAN

PENYELENGGARAAN PEN I LAIAN
KOMPETENSI

BIDANG
PENGEMBANGAN STANDAR

PENILAIAN KOMPETENSI

BIDANG
MONITORI NG, EVALUASI, DAN

PELAPORAN PENITAIAN

KOMPETENSI

SUBBIDANG

PERENCANAAN PROGRAM

KEGIATAN PENILAIAN

KOMPETENSI

SUBBIDANG

PENGEMBANGAN METODE

PENIIAIAN

SUBBIDANG

MONITORING DAN EVALUASI

SUBBIDANG

PENYELENGGARAAN PEN ITAIAN

KOMPETENSI

SUBBIDANG

AKREDITASI LEMBAGA PENILAIAN

KOMPETENSI

SUBBIDANG

PELAPORAN DAN PEMANFAATAN
HASIL PENILAIAN
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PUSAT

PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA

BIDANG

PENGETOLAAN PEN DI DIKAN

ILMU KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGELOLAAN PENDI DI KAN

DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL

NEGARA

SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN

PENYELEN6GARAAN PENDIDIKAN

DAN PETATIHAN APARATUR SIPIL

NEGARA

SUBBIDANG

AKADEMIK

SUBBIDANG

KERJASAMA DAN FASILITASI

PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN

APARATUR SIPIT NEGARA

SUBBIDANG

KEMAHASISWAAN

SUBBIDANG

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

PENDIDIKAN DAN PETATIHAN

APARATUR SIPIL NEGARA



PUSAT

PENGKAJIAN DAN

PEN ELITIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA
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PUSAT

KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM KEPEGAWAIAN

BIDANG
KONSULTASI HUKUM

KEPEGAWAIAN

BIDANG
BANTUAN HUKUM

KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG

PENDAMPINGAN BANTUAN
HUKUM

SUBBIDANG

KONSULTASI

SUBBIDANG

PERTIMBANGAN DAN

DOKUM ENTASI PERKARA HUKUM

SUBBIDANG

PEMANTAUAN DAN

I NVENTARISASI PERMASATAHAN

KEBIJAKAN
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INSPEKTORAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2Ol4

KBPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

i dengan aslinya
WAIAN NEGARA

ndang-undangan,

HARYOMO DWI PUTRANTO -34-




